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ABSTRAK 

"Analisis Kualitas Surnber Daya Manusia (SDM) Dalam MenunJang Kinerja 
Aparatur Pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat". (dibimbing 
oleh Dr. H. Aras Solong., M. Si dan Dr. Djoko RahardJO, M.Hum ). 

Rosmini 
rosm1m thai ib. uttd:gmatl __ com 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program diktat aparatur 
dan untuk mengetahui kualitas setclah mcngikuti diktat aparatur Dinas Ketahanan 
Pangan Provinsi Sulawesi I3araL 
Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa program diktat Dinas Kctahanan Pangan 
sangat bennanfaat untuk menmgkatkan kualitas SDM aparatur. Aparatur yang 
telah mengikuti diktat dapat memberikan pelayanan yang rnaksimal dan 
peruhahan pada pengetahuan, keterampilan dan sikap aparatur menjadi lebih baik. 
Bcrdasarkan wawancara, pencliti menyimpulkan bahwa yang mcngikuti 
pendidikan dan pelatihan secara intensif dapat bekerja dengan baik dan secara 
profesional serta penuh tanggungjawab_ 0\eh karena itu, aparatur yang telah 
mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) pengetahuan, keterampilan, dan 
sikap/perilaku aparatur atau pegawai dapat bcrubah menjadi lebih baik terhadap 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya_ Hal ini dapat diketahui berdasarkan 
analisis bahwa mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) secara intensif, 
aparatur dapat lebih baik dan profesionalisme dalam melaksanakan pekerjaan 
dengan penuh tanggungjawab. Selain dari pendidikan non formal diharapkan agar 
aparatur atau pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan dapat melanjutkan 
pendidikan formal kejenjang yang lebih tinggi agar kinerja setiap pegawai dapat 
lebih baik. 

Kata kunci: Pendidikan dan pelatihan, Kinerja, dan TanggungJawab. 
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ABSTRACT 
"Analysis of the Quality of Human Resources (HR) Jn Supportmg Apparatus 
Performance At Food Security Department of West Sulawesi Province". (guided 
by Dr. H. Aras Solong., M. Si and Dr. Djoko Rahardjo). 

Rosmini 
rosmin ithalib. ut~~grrtail.com 

This study aims to detennain the implementation of apparatus trammg programs 
and to know the quality after attending the training apparatus Office of Food 
Security ofihc Province of West Sulawesi. 
The results of this study incated that the training program of Food Security 
Service is very useful to improve the quality of human resource apparatus. 
Apparatus who have followed the the training can provide maximum service and 
change in knowledge, ski! and attitude apparatus for the better. Based on the 
interviews, the researcher concludes that those who follow intensive education 
and training can work well and professionally and responsibly. Therefore, the 
apparatus that has attended the education and training of the knowledge, skills, 
and attitude I behavior of apparatus or employees may change for the better 
performing their main tasks and function. This can be known based on analysis 
that follow education and training (training) intensively, apparatus can be better 
and profesionalisrn in carrying out the job with full responsibility. Appa1t from 
non-formal education is expected to apparatusor employees at the dcpartemen of 
Food Security can continue higher formal education in order to improve the 
performance of each employed can be better. 

Keywords: Education and training, Performance, and Responsibility. 

Ill 

43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



PERSETUJUAN TAPM 

Judul TAPM Anal isis Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam 

Menunjang Kinerja Aparatur Pada Dinas Ketahanan Pangan 

Provinsi Sulawesi Barat. 

Penyusun T APM ROSM!Nl 

NIM 500655434 

Program Studi Administrasi Publik 

Hari/Tanggal Minggu, 20 Mei 2018 

Pembimbing II 

(\~f\· 
Dr. Djoko Rahardjo, M.Hum 
NIP. 195806251993031002 

Menyetujui: 

Pembimbing I 

Dr. H. Aras So long, M. Si 
NIP.I46208141986031020 

Prof.Dr. Nurliah Nordin, S.Sos.,M.A 
NlP.197207101998032001 

Ketua Pascasarjana Hukurn, Sosial 
dan Politik 

Dr. Darmanto, M.Ed 
NIP.195910271986031003 

Mengetahui 

v 

43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



()NIVERSIT AS TERBUKA 

PROGRAM PASCASARJANA 

MAGIST~R ADMINISTRASI PllBLIK 

PENGESAHAN 

Nama : Rosmini 

NIM : 500655434 

Program Studi : Administrasi Publik 

Judul T APM : Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam 

Memmjang Kinerja Aparatm Pada Dinas Ketahanan Pangan 

Provinsi Sulawesi Barat 

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister 

(T APM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada: 

HoriiT•ngsol : 10 MoilOIR 

Wllkm 

Dll!l dlnyatllkan Ll!LliS 

PANITIA PENGUJI TAPM 

Ketua Komisi Penguji 

Nama: Dr. Djoko Rahordjo, M.Hum 

Penguji Ahli 
Nama: Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos.,M.A 

Pembimbing I 
Nama: Dr. H. Aras Solong, M. Si 

Pembimbing H 
Nama: Dr. Djoko Rahardjo, M.Hum 

iv 

(\ tl,v. \ll1 
.. \ ..... \·······'····· 

43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt atas rahmat dan 

karunia-Nya sehingga penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini 

dapat diselesaikan dengan baik. Penulis mcnyadari bahwa penyusunan dan 

penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini tidak terlepas dari bantuan 

dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kercndahan hati, 

penulis mcnyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada selurub 

Kcluargaku, Bapakllbu Dosen dan ternan-ternan mahasiswa yang telah banyak 

meluangkan waktu untuk bcrsama-sama dalam perkuliahan dan di~kusi dcngan 

penulis dalam penyusunan laporan pcnelitian bahkan sampai kepada penulisan 

tesis ini. 

Melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak LJr. H. Aras Solong, M. Si 

selaku pembimbing I dan Dr. Djoko Rahardjo, M.Hum selaku Pembimbing II 

yang tulus dan ikhlas memberikan arahan, bimbingan, perhatian, dan dorongan 

dalam penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini. 

Ucapan terima kasih dan pcnghargaan juga tak lupa pcnulis sampaikan 

kepada: 

I. Bapak Dr. Liestyodono Bawono, M.Si Sebagai Direktur Program 

Pascasarjana Universitas Tcrbuka. 

2. Bapak Dr. Darmanto, M.Ed sebagai Ketua Bidang llmu Sosial dan llmu 

Politik pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka 

3. Drs. Arifin Tahir, S.Pd., M. Pd selaku Kepala UPBJJ-UT Majcnc. 

vi 

43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



4. Bapak/lbu Dosen Pascasarjana Universitas Terbuka yang telah banyak 

berjasa dalam mendidik memberikan bimbingan kf'pada penulis selama 

mengikuti proses pendidikan di Pascasarjana Universitas terbuka. 

5. Ibundaku tercinta, suamiku (HIDAY AT , S.Pd) dan anakku (Muhammad 

Fa'1z 1-Jidayat), serta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatku yang tclah 

membcrikan dukungannya dan membantu penulis baik moril maupun 

materil da!<Jm menyelesaikan penulisan Tugas Akhir Program Magister 

(TAPM) ini. 

Akhirnya pcnulis sampaikan permohonan maaf, jika sekiranya dalam 

menempuh proses perkuliahan selama ini terdapat, perilaku, sikap, tutur kata dan 

tindakan yang tidak berkenan baik disengaja maupun tidak disengaja, melalui 

kcsempatan ini penulis mohon maaf yang setulus-tulusnya. Penulis senantiasa 

selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala penguasa bumi ini semoga 

seluruh bantuan dan penghargaan bapak/ibu, saudara (i) mendapat balasan yang 

sctimpal dari penguasa bumi dan langit ini. 

Am in, Am in, Am in. 

vii 

Majene, Juli 2018 

Pcnulis, 

Rosmini 

43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



DAFTAR RIWAYAT HIDlJP 
Curriculum Vitae 

Data Pribadi 

Nama 
NIM 

ROSM!Nl, SE 
500655434 

Program Studi 
Tempat/Tanggal Kelahiran 
Riwayat Pandidikan 

Administrasi Publik 
Polmas, 07 Februan 1978 

! 

1985-1991 

' 1991-1994 
' -------- ---

' 1994-1996 I --------------
' 1997-2001 
' 
i 2007-2009 

___ l _______ ---

Riwayat Pekerjaan 

----- --- ----------- ··---

SD 1np Maccmi Sombal, Makassar 
---------- - ---- --------- --

SMP Negeri Mambi 
-----

MAN 2 Ujung Pandang 

D3 Akuntansi STJEM Makassar 
--

Universitas Scrang Raya, Ban ten 
------- ----- -- - ---------- -------- -- -----------

Tahun 2004 s/d 2009 sebagai staf di BPTPH 
Provinsi Hanten 
Tahun 2010 s/d 2016 sebagai Staf Dinas Pertanian 
dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat. 
Tahun 2017 s/d sekarang sebagai Staf Dinas 
Kctahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat. 

Mamuju, Juli 2018 

(Rosmini) 
NIM' 500655434 

V111 

43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



DAFTARISI 

HALAMAN JUDUL .. 

PERNTAYAAN BEBAS PLAGIASL .. 

ABSTRAK. 

LEMBAR PERSETUJUAN 

LEMBAR PENGESAHA N .. 

KATA PENGANTAR .. 

R!WAYAT H!DUP .......... . 

DAFTAR !SL. 

DAFTAR TABEL .. 

DAFT AR GAMBAR. 

BAB L PENDAHULUAN 
A Latar Belakang .......... . 
B. Rurnusan Masalah .. . ........... . 
C. Tujuan Penelitian ............... . 
D. Manfaat Penelitian ......... . 

BAB IL TINJAUAN PUSTAKA .......... . 
A. Sumber Daya Man usia.... . ........ . 
B. Aparatur (Pegav .. 'ai Negeri Sipil) .... . 
C. Konsep KinerJa .. 
D. Peneliti Terdahulu.. . ............ . 
E. Kerangka Pikir. . .............. . 

BAB lil. METODE PENELITIAN ... . 
A. Desain Penelitian. 

Halaman 

. ...... ! 

. ...... II 

Ill 

.... IV 

. ...... \' 

. ..... VI 

. ....... Vlll 

....... IX 

. ....... X 

. ............... XI 

4 
4 
5 
7 
7 

..13 

..28 

..41 
. ............... .43 
. ................. .46 

. ...... .46 
B. Teknik Dan Instrumen Pengumpulan Data.. . ..... .4 7 
C Prosedur Pengolahan Data.. . ............. . ............... .47 
D. Teknik Analisa Data.. . ...... .48 
E. Definisi Konscp.. ............ . .... 50 

BAB IV. HASIL PENEL!T!AN DANPEMBAHASAN. .52 
A Gambaran Umum Lokasi penelitian .. ... ... ......... . ........ 52 
B. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Prov_ Sulawesi Barat .. 55 
C. Hasil Penelitian .... ....... .. ....... 59 
D. Hasil Pembahasan .. .. ....... ............... . ...... .75 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.. . ...... 99 
A Kes1mpulan . 
B. Saran. 

DAFTAR PUST AKA .. 

DAFT AR LAMP IRAN. 

. 99 
. ........ 100 
. ...... 101 

. ....... 102 

IX 

43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



DAFTAR TABEL 

No. Halarnan 

1. Data Pegawai Dinas Ketahanan Pangan 

Provinsi Sulawesi Barat yang sudah mengikuti diklat. . .......... 2 

2. Komposisi pegawai berdasarkan umur Dinas Ketahanan 

Pa~gan Provins1 Sulawesi Barat .. 

3. Identifikasi pegawai berdasark.anjenis kelamin Dinas Kctahanan 

Pangan Provinsi Sulawesi BaraL 

4. Identifikasi pegawai berdasarkan klasifikasi golongan Dinas 

Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat ..... 

5. Jdentifikasi pegawai berdasarkan pendidikan formal Dinas 

. . 60 

61 

63 

Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat.. ··············· 64 

6. PNS yang telah mengikuti diklat struktural Dinas Ketahanan 

Pangan Provinsi Sulawesi Barat 

7. PNS yang bel urn mengikuti diklat struktural Dinas Ketahanan 

Pangan Provinsi Sulawesi Barat ...... . 

8. PNS yang telah mengikuti diklat teknis Dinas Ketahanan 

Pangan Provinsi Sulawesi Barat.. 

9. PNS yang telah mengikuti izin belajar Dinas Ketahanan 

Pangan Provinsi Sulawesi Barat.. ..... 

10. PNS yang telah mengikuti diklat teknis fungsional Dinas 

Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat.. 

X 

········· 67 

. ........ 69 

....... 71 

72 

74 

43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



No. 

2 I 

DAFTAR GAMBAR 

Kerangka pikir penelitian ....... . 

4.2 Bagan struktur Dinas Ketahanan Pangan Provinsi 

Sulawesi Barat .... 

XI 

Halaman 

45 

56 

43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



52 

BABIV 

HASH~ PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Urn urn Lokasi Penelitian 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nom or 7 Tahun 2010 tentang perubahan 

atas peraturan daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Dinas Perencanaan, Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan J)aerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi 

Sulawesi Barat. 

Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui berbagai upaya 

dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan 

sebagai perwujudan pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi scbagai bagian 

pembangunan secara keseluruhan. 

Berbagai peraturan dan pcrundangan yang ditctapkan, juga tclah 

mengarahkan dan mendorong pemantapan ketahanan pangan yaitu : Undang­

undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 

Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 68 

Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, Pcraturan Pcmcrintah Nomor 28 Tahun 

2004 tentang keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, Pemerintah Nomor 3 Tahun 

2007 pasal (2) dan pasal (3) menyatakan bahwa Pcmerintah Dacrah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota wajib membuat laporan pertanggung jawaban urusan ketahanan 

pangan, Peraturan Pemcrintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pcmbagian Urusan 

Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Oaerah 

Kabupatcn/Kota, Peraturan Prc::.idcn Nomor 83 talum 2006 tcntang Dewan 

Kctahanan Pangan. 

43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



53 

Peningkatan ketahanan pangan merupakan motor penggerak yang akan 

memperkuat fokus-fokus tersebut, oleh karena itu kebijakan pemerintah Provinsi 

Sulawesi Barat yang menetapkan pentingnya peningkatan ketahanan pangan 

adalah tepat mengingat latek geografis Provinsi Sulawesi Barat yang strategis. 

Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam 

rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sebagai 

perwujudan pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi sebagai bagian 

pcmbangunan secara keseluruhan. 

Oleh sebab itu, diperlukan ketangguhan ekonomi dan sosial budaya 

sehingga sudah barang tcntu peranan pangan sangat penting karena berkaitan 

langsung dengan kemiskinan dan kualitas sumbcr daya manusai. Pangan 

mcrupakan kcbutuhan mendasar manusia sehingga kecukupan pangan harus 

terpenuhi secara terus menerus, stabil dan dapat terjangkau oleh seluruh lapisan 

masyarakat. 

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 menyatakan bahwa 

pcmcrintah bersama masyarakat bertanggung jawab atas terwujudnya ketahanan 

pangan yang mantap, melalui pengembangan subsistem yang tennuat dalam 

sistem ketahanan pangan yaitu sub sistem ketersediaan pangan, subsistem 

distribusi dan subsistem konsumsi dan keamanan pangan. Pemcrintah berperan 

dalam hal pembinaan, pengetahuan, pengendalian dan pengawasan terhadap 

pangan dalam hal jumlah dan mutu pangan, keragaman, keamanan, merata dan 

terjangkau oleh daya beli masyarakat. Sedangkan dari pihak masyarakat berperan 

aktif menyelenggarakan produksi dan pengadaan bahan pangan, 

menyelenggarakan kegiatan perdagangan dan distribusi. 
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Dinas Ketahanan Pangan memberikan peluang pangan bagi rumah tangga 

yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun 

mutunya, aman, merata dan terjangkau. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi 

Sulawesi Barat akan bekerja dan berusaha mewujudkan ketahanan pangan yang 

mantap Ui Provinsi Sulawesi Barat melalui tugas dan fungsinya dalam aspek 

perencanaan, relaksanaan, pengendalian sampai pada aspek evaluasi. Disamping 

itu upaya pc!aksanaan fungsi pengkaj ian dan pene!itian, pelatihan scrta 

penyuluhan akan terus dikembangkan. 

Visi, misi, tujuan dan sasaran 

Visi 

Visi Dinas Ketahanan Pangan dan Penyeluhan Provinsi Sulawesi Barat adalah 

'Tenvujudnya ketahanan pangan dan kemandirian masyarakat melalui 

penerapan teknologi" 

Misi 

Misi Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Sulawesi Barat adalah: 

Mengembangkan pangan lokal, Meningkatkan diversifikasi pangan dan gizi, 

Menciptakan stabilitas kcamanan pangan, Mengembangkan kelembagaan pangan 

dan penyuluhan pertanian, Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Aparat dan 

Masyarakat pertanian, Mengembangkan koordinasi antar lintas sektor 

Tujuan 

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat, memiliki tujuan: 

l. Meningkatkan ketersedian pangan di tingkat rumah tangga; 

2. Menciptakan pcmerataan distribusi pangan antar daerah dan wilayah; 
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3. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan mutu, keamanan dan gtzi 

seimbang; 

4. Meningkatkan keanekaragaman konsumsi pangan; 

5. Mendorong peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga ketahanan 

pangan; 

6. Menggali potcnsi sumber pangan lokal; 

7. Mengcmbangkan sumber daya manusia yang maju dan scjahtera sebagai 

pelaku sasaran utama pcmbangunan pertanian. 

Sasaran 

Sasaran yang ingm dicapai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat 

yakni mendorong partisipasi rnasyarakat dan melakukan teknologi tepat guna serta 

koordinasi instansi terkait. 

B. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 45 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja lJinas Dacrah Provinsi Sulawesi Barat, susunan organisasi Dinas Ketahanan 

Pangan Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas: 

I. Sckretariat 

2. Bidang Kertersedian, Sumber Daya dan Kerawanan Pangan. 

3. Bidang Distribusi, Cadangan dan Barga Pangan. 

4. Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan. 

5. UPTD Balai Sertifikasi dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan 

(BSP-PSAT). 

43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



56 

Gam bar: 4.2. Bagan Struktur Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat 

KEPALA DINAS 

BAHJlAB, 51;., M.M. 

SfKRETARlS 

I :i;Yl!!:'JSYl Ml!'BIF,~N~HA 

Kelp. -
I 

. - -"'· ··- -- Kepala Sub Baglan Program 8r. Keuangan Kepala Sub Bt.~glan Umum & Kepegawaian 
l:f, MUH{I.MMAD A~, S~ 

NIP: 19730420 199703 1 00'1 MARAWALI,~,:i!!J: 

!S~~!a Bidaog Keoala Bldang Keoola !l,l!;!ang P~!l9i!D~!Yiri!!HIDli"• Kgnn!rn.tl Qi!D 

-r--- Ketersfdiaan Sumber Dav?l dan Kerawanan Pangan Distribusi. Cadangan dan Haroa Pangan Ke!!manao P;:mgan -
lr.SUDli!MAN.P.MAP M. YUSIJF. H. S.Sn~ Jr. H. MASDtN 

Seksi Ketersediaan Pangan Selssj DistJibusi Pangan ~ksi Pe!l!lf!m::kii!:J98!Ili1D fangan 

r-- r- r----
PUSPAWATI,SP ABD.KADIR,SP IRMAWATI, S.Sl, Apt. 

Seksi Sumber Daya Pangan Seksi Cadangan P;mgan Seksi Konsumsl pj!!ngan r----r--
A.MAHMUD T,ST,.MMA r-NURMIATI,T,SP,MMA SOFIAWAn SOFYAN, S.P., M.Kes 

Seksi Ker;owanan Pang11n Seksj Harqa Pangan Seksl Keamanan Paog;:m '---
r- r----

PURNAMA,SP,M.Kes HADRAWIYAH P, SP SINIAn, SE 

I 
Kepala UPTP BSP·PSAT 

Hj. Andl Sitti Kamalia, SP, M.A.P 
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Tugas Pokok : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat 

Membantu Gubernur melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, 

pembinaan, pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan dibidang Ketahanan 

Pangan meliputi bidang Ketersediaan, Sumber Daya dan Kerawanan Pangan, 

Distribusi, Cadangan dan Harga Pangan, serta Penganekaragaman, Konsumsi dan 

Keamanan Pangan menjadi Kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang 

ditugaskan kepada Dacrah. 

fungsi: 

a. Pengoordinasian pengkajian, penyusunan kebijakan, pemantauan dan 

pemantapan dibidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan 

distribusi harga dan cadangan pangan, penganekaragaman, konsumsi 

pangan dan peningkatan keamanan pangan segar; 

b. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan pemberian dukungan atas 

penyelenggaraan pemerintah daerah bidang ketahanan pangan; 

c. Penyelenggaraan fasilitas dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas 

dibidang katahanan pangan; 

d. Penyusunan proscdur, dan kriteria dibidang ketersediaan pangan, 

penurunan kerawanan pangan, distribusi harga dan cadangan Pangan, 

penganekaragaman, konsumsi rangan dan peningkatan keamanan rangan 

segar. 

e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi ketersediaan pangan, 

penurunan kerawanan pangan, distribusi harga dan cadangan Pangan, 

penganckaragaman, konsumsi pangan dan pcningkatan keamanan pangan 

scgar. 
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f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan meliputi kesekretariatan, ketersediaan 

pangan, penurunan kerawanan pangan, distribusi harga dan cadangan 

pangan, penganekaragaman, konsumsi pangan dan peningkatan keamanan 

pangan scgar. 

g. Pclaksanaan administrasi dinas kctahanan pangan. 

h. Pcrumusan, penetapan kebijakan pernbinaan dan mengoordinasikan 

penyelcnggaraan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). 

1. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

l'ugas Pokok Sekretaris : 

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, penyusunan 

program dan kegiatan, pelaporan, administrasi keuangan, dan kepegawaian. 

Sekretariat melaksanakan fungsi : 

a. Melaksanakan pcngkajian dan koordinasi serta program dan pelaporan 

dinas; 

b. Melaksanakan penyusunan program kegiatan kesekretariatan; 

c. Mclaksanakan pendistribusian tugas·tugas tertentu dan pembcrian 

pctunjuk pelaksanaan tugas bawahan; 

d. Melaksanakan kegiatan pembinaan pengelolaan administrasi umum, 

kcarsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaanlkantor; 

e. Melaksanakan pengkajian rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan 

kepegawaian; 

f. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka 

penyusunan program kegiatan dinas; 
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g. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan, umum 

dan kepegawaian; 

h. Melaksanakan penyusunan program. anggaran dan pelaporan; 

1. Melaksanakan penyusunan daftar urutan kepangkatan (duk) pada masing­

masing bidang: 

J. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengalokasian anggaran kcgiatan 

pada masing-masing bidang dan UPTD; 

k. Melaksanakan monitoring dan cvaluasi serta pelaporan pelaksanaan 

kegiatan pada masing-masing bidang dan UPTD; 

I. Melaksanakan pembinaanjabatan fungsional; 

m. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan 

keputusan; 

n. Melaksanakan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian 

petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; 

o. Melaksanakan koordinasi dengnn unit kerja terkait; 

p. Melaksanakan penyempurnaan dan paraf atas nnskah dinas; dan 

q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

Sumbcr: Dinas Kctahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat 

C. Penclitiau 

I. Komposisi pegawai bcrdasarkan umur 

Untuk mengetahui keadaan pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan 

Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan umur dapat di lihat pada tabel berikut: 
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Tabel2 

Komposisi pegawai berdasarkan umur Dinas Ketahanan Pangan 

Provinsi Sulawesi Barat 

. 

Umur Frekuensi Presentase 

21-30 th 0 0,00 

---- ---- -- -- ----- ---- -
31-40th 32 57,14 

41-50 th 17 30,36 

[----- .-

>50th 7 12,50 

Jumlah 56 100 J 
Sumber. Data drolah, 2016 

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas, jumlah pcgawai negeri sipil 

lebih didominasi pada usia 31 - 40 tahun sampai dengan usia 50 tahun, 

sedangkan pada usia di atas 50 tahun kecenderungan sudah mcnurun atau semakin 

sedikit. Artinya bahwa pada usia 50 tahun ke atas, dimana pcgawai negeri terscbut 

Jebih menunnjukkan kualitas kerja dan loyalitasnya karena mercka sudah 

mempunyai banyak pcngalaman kcrja dan sckaligus memantapkan dirinya 

mcmasuk i masa pcnsiun. 

Untuk pcgawai negeri sipil daerah yang telah memasuki usJa pensmn 

atau memasuki persyaratan pcnsiun bcrdasarkan kctcntuan Peraturan Pcrundang~ 

undangan yang berlaku, selama menjalankan tugasnya telah memberikan jasa-jasa 

yang luar biasa, maka sudah sepantasnya pcmerintah daerah membcrikan suatu 

tanda pengharga<ln kepada mcn::ka sebagai bentuk ikatan bath in. I Ia! ini 

dimaksudkan bahwa seorang pcgawai yang mempunyai pengalaman kerja yang 
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banyak atau menjelang masa pensiun, maka pegawai tersebut dijamin tidak akan 

kcluar dan meninggalkan pekerjaan, tetapi justeru memperlihatkan loyalitas 

terhadap organisasi. 

2. ldentifikasi pegawai berdasarkan jenis kelamin 

Berdasarkan Jenis Kelaminjumlah pegawai negeri sipil pacta kantor Oinas 

Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan data terakhir sampai saat 

ini sebanyak 56 orang, dimana laki-laki Jebih banyak dari peremruan. 

Untuk mengetahui karakter pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat 

dilihat dengan perincian berdasarkanjenis kelamin pada tabel sebagai berikut: 

Tabcl: 3 

Jdentifikasi pegawai berdasarkan jenis kelamin Dinas Ketahanan Pan~an 

Provinsi Sulawesi Barat 

~-· -

Jenis Kelamin 
--~·.--,-·~--- --, 
Frckuensi Presentase 

Laki-laki 30 52,63 

Perempuan 26 47,37 

--
Total 56 100 

Sumber: Data d10lah, 2016 

Berdasarkan data pada tnbel tcrsebut di atas, menunjukkan bahwa jumlah 

pegawai ncgeri sipil laki-laki lebih banyak dari jum!ah pegawai negcri sipil 

perempuan, yakni (52,63 %) persen dari total jum!ah pegawai negeri sipil yang 

ada, sedangkan pegawai negeri sipil perempuan hanya sebesar: (47,37 %). Dari 

data ini dapat disimpulkan bahwa lak·1-laki juga mendapat kesempatan lebih 

banyak dibandingkan dengan kaum perempuan. Salah satu pcnyebabnya adalah 
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kaum pcrempuan bel urn diberdayakan yang dapat dilibatkan pada semua aktivitas 

administrasi pemerintahan dan pernbangunan. 

Konsep pemberdayaan perempuan adalah belum menyentuh upaya 

pemampuan - perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber 

daya, ekonomi, politik. sosial, budaya. agar percmpuan dapat mengatur diri dan 

meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif 

dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kernampuan dan 

konscp diri. Sebagai proses, pemberdayaan adalah kegiatan memperkuat 

kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Sebagai tujuan, 

maka rernberdayaan rnerujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh 

perubahan sosial yaitu masyarakat menjadi berdaya. 

3. ldentifikasi pegawai berdasarkan klasifikasi golongan 

Berdasarkan golongan dan jenis kelamin dimana pangkat atau golongan 

adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan seseorang pegawai negeri sipil 

dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajajian. 

Scbagai pelaksana pelayanan di daerah, sumber daya aparatur pemerintahan 

daerah yang profesional perlu dipersiapkan dalam rangka pelaksanaan otonomi 

daerah. 

Penyiapan sumber daya aparatur pemerintah daerah perlu dilakukan karena 

kcnyataan menunjukkan bahwa pacta umumnya kua!itas sumber daya manusia di 

daerah otonom belum terlampau menjanjikan. Oteh karena itu, sebagai salah satu 

faktor internal yang strategis, kualitas sumber daya manusia merupakan kunci 

utama yang dapat mcngubah berbagai kelemahan menjadi kckuatan serta 

mcngubah tantangan menjadi peluang. Untuk dapat mcnangkap berbagai peluang 
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yang telah terbuka di depan mata, maka upaya utama yang harus dilakukan oleh 

masyarakat dan pemerintah daerah adalah membangun sumber daya pegawai 

yang berkual itas. 

Untuk mengetahui karakter pegawa1 berdasarkan golongan dan jenis 

kelamin, dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel: 4 

ldentifikasi pegawai bcrdasarakan klasitikasi golongan Dinas Ketahanan 

Pangan Provinsi Sulawesi Barat 

Golongan Frckuensi Presentase 

- --
IV 9 16,07 

Ill 35 62,50 

-- - ---
II 12 21,43 

,---- --- - ---- ----

I 0 0,00 

Total 56 100 

- ------ ------ ----- --
Sumber: Data dmlah 2016 

Berdasarkan tabel tcrscbut di atas, juga dapat dikctahui bahwa pegawai 

berdasarkan jenis kelamin maupun golongan yaitu perscntase jumlah pegawai 

yang bergolongan II dan III lebih bcsar presentasinya Artinya bahwa pegawai 

tcrsebut merupakan tenaga operasional yang sangat potensil yang harus mendapat 

perhatian dari unsur pimpinan. Hebcrapa ahli mcngemukakan bahwa, untuk 

mempertahankan kehidupan dan kedinamisan organisasi (organizational 

survival), setiap organisasi mau tidak mau harus adaptif terhadap perubahan. 

Organisasi birokrasi yang mampu bersaing di masa rnendatang adalah yang 
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memiliki sumber daya manusia berbasis pengetahuan dengan memiliki berbagai 

keterampilan serta keahlian (multi skilling worker,\). 

Sumber daya pegawai yang tersedia hanya akan dapat mendukung 

pertumbuhan hila disertai dengan penguasaan pengetahuan yang memadai. Tanpa 

penguasaan pengetahuan yang sesuai dan memadai, penduduk yang besar hanya 

akan bcrdampak menambah beban bangsa untuk rnencapai serta mempertahankan 

tingkat kesejahteraan masyarakat. 

4. ldentifikasi pegawai berdasarkan pendidikan formal 

Untuk mengetahui karakteristik pegawai negeri sipil berdasarkan tingkatan 

pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel: 5 

Identifikasi pcgawai bcrdasarkan pendidikan formal Dinas Ketahan Pangan 

Provinsi Sulawesi Barat 

ITingkat Pendidikan Frekucnsi Presentase 

-
SJ 0 0,00 

f-. 
S2 I 3 28,26 

---·-- ------ - -- --- -

Sl 31 45,65 

·-------- ---- ------ -·-----
Sarjana Muda 0 0,00 

SLTA Sederajat 12 26,09 

--- ---
SMP Sederajat 0 0,00 

-
SD Sederajat 0 0,00 

1--· 
Total 56 100,00 

i --
Sumber: Data dwlah, 20! 6 
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Berdasarkan pada tabel tersebut di atas, dapat diketahui tingkat pendidikan 

pegawai negeri sipil yang berpendidikan Sl terdapat jumlah yang Jebih banyak 

dibanding dengan jenis pendidikan yang lain. Artinya bahwa pendidikan yang 

memadai dimiliki oleh PNS merupakan dasar untuk melakukan pembinaan dalam 

rangka kualifikasi pemberian tugas·tugas tertentu yang berkaitan tanggung jawab 

yang diembangnya. 

Dalam rangka mempertahankan kclangsungan dan mengembangkan 

organisasi, maka menjadi suatu kewajiban bagi suatu organisasi 

pemerintahan untuk membina pegawai dari segi kcahlian berdasarkan kualifikasi 

pendidikan yang dimiliki sehingga dapat mernperbaiki kualitas dan meningkatkan 

prestasi pegawai. Melalui pembinaan tersebut maka organisasi secara tidak 

langsung akan memberikan kesempatan kepada pegawainya untuk 

mengembangkan kompetensinya, sehingga pegawai yang terlatih akan sesuai 

dcngan kebutuhan organisasi yaitu pegawai yang terampil, mandiri, beretos kerja, 

professional, disiplin serta sangat menghargai waktu. Efek positif dari pelatihan 

ini adalah organisasi mampu menjalankan efektifitas dan efisiensi dalam setiap 

aktifitas-aktifttas kerja organisasi. Biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan 

kualitas pegawai scbenamya tidaklah terlalu bcsar untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia bila dibandingkan dengan feed hack (umpan batik) yang 

akan diperoleh organisasi tersebut. 

Usaha yang paling baik dilakukan adalah pernbinaan langsung yang 

merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan sadar, berencana, teratur, dan 

terarah untuk meningkatkan sikap dan kcterampilan sescorang dengan tindakan­

tindakan, pengarahan, pembimbingan, pengembangan dan stimulasi dan 
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pengawasan untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan data tersebut di atas, 

kelihatan bahwa masih terdapat jumlah banyak pegawai bergolongan II, mereka 

sadar tentang kepentingan pengembangan kariernya, sangat memerlukan jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena dengan meningkatnya jenjang 

pendidikan maka akan mendorong berkembangnya karicr melalui pendidikan 

formal secara otornatis berpengaruh kepada kenaikan pangkatnya dengan 

sendirinya meingkatkan gaji dan pcnghasilannya. 

Keikutsertaan pcgawai dalam melanjutkan pendidikan formal, Jebih 

banyak datang dari keinginan sendiri, dalam memperbaiki perkembangan 

kariernya di masa mendatang. Oleh sebab itu pengaturan soal waktu dan biaya 

merupakan tanggung jawab masing-masing, dan hal ini tidak terlalu sulit karena 

universitas terbuka yang dibuka pemerintah untuk pegawai yang ada di daerah 

sehingga memudahkan mereka mengikuti perkuliahan. 

S.PNS yang telah mengikuti diktat struktural Dinas Ketahanan Pangan 
Provinsi Sulawesi Barat 

Untuk mengetahui perkembangan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 

pcgawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sula,vesi Barat berdasarkan jcnjang 

Esclon dapat dilihat pada tabel sebagai bcrikut: 
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Tabel: 6 

PNS yang tclah mengikuti diktat struktural Din as Ketahanan Pangan 

Provinsi Sulawesi Barat 

Latpim Tk. Frekuensi Presentase 

~---- ------~---+---~~-_.j 
IV 18 32,14 

-- --~~~---·- f--- --~7,o--- --+----1~2~,5c0c---

E T~~ --- t-~----2~05~- --+----~:4~,o7:4c---
Sumber: Datadwlah, 2016 

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas, bahwa pendidikan dan 

pelatihan kepemimpinan penjenjangan tingkat III yang telah mengikuti sebesar 

(12,50 %), dan pelatihan kepemimpinan tingkat IV sebesar (32,14 %) hal ini 

masih rendah, sedangkan pendidikan dan pelatihan merupakan persyaratan utama 

untuk menduduki eselon. Sedangkan pengembangan aparatur seperti peningkatan 

pengetahuan. keterampilan, sikap/perilaku agar aparatur merniliki kompetensi 

untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesiona1. Maka untuk 

menyelesaikan pennasalahan tersebut adalah melaksanakan pcndidikan dan 

pclatihan secara rncrata dan bcrkesinambungan. Karcna hal ini tentu saJa 

berkaitan dcngan pengembangan karir pegawai untuk jabatan yang terscdia, 

dimana scmakin tinggi jabatan semakin mcngerucut (model piramida), yaitu pada 

jabatan yang lebih rendah tersedia banyak formasi jabatan, sehingga banyak 

pegawai berpeluang kearah itu. 

Bcrdasarkan data tcrsebut di atas, mcnunjukkan bahwa peluang bagi 

keikutsertaan pcgawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kcpemimpinan 
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adalah sangat terbuka bagi pegawai berdasarkan tingkat kompetensi mereka. 

Artinya bahwa setiap pegawai yang akan diusulkan atau dipromosikan memang 

memenuhi syarat untuk diberikan kesempatan yang sama tanpa memandang Jatar 

belakang yang bcrsifat subyektif untuk mengikuti pcndidikan dan pelatihan 

kcpemimpinan pada semua jenjang yang tersedia. Berdasarkan hasil analisis 

jabatan yang telah dilakukan terscbut, apabila telah memcnuhi syarat maka 

dilakukan kontrak kerja dan dilakukan uji coba selama satu tahun. Oleh karena 

itu, setiap pegawai dituntut untuk melaksanakan peke~jaan secara profesional, 

sehingga dcngan demikian peningkatan kompetcnsi mutlak diperlukan yang 

diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan sebagai persyaratan utama pegawai 

menduduki jabatan sckaligus menjawab sistim kontrak yang ditandatangani oleh 

pemangku jabatan. 

6. PNS yang belum mengikuti diklat struktural Dinas Ketahanan Pangan 
Provinsi Sulawesi Barat 

Eselon atau jabatan strukturat adatah jenis jabatan yang sccam tegas 

terdapat di dalam struklur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-

tingkat dari tingkat yang terendah, yaitu cselon IV hingga yang tertinggi eseton II. 

Karakteristik pejabat struktural (ese!on) bcrdasarkan jenis kelamin dapat dilihat 

pada tabel scbagai berikut: 
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Tabel: 7 

PNS Yang belum mengikuti diktat struktural Dinas Ketahanan Pangan 

Provinsi Sulawesi Barat 

~~-

Latpim Tk Frekuensi Prosentasc 

IV 5 8,93 

·-
Ill 14 25,00 

II 12 21,43 

I--·-· J Total 31 55,35 

.L------·~~ 
Sumber: Data d1olah, 2016 

Perbandingan antara jumlah pegawai negeri sipil berdasarkan jabatan 

golongan dan jenis kelamin pada tabe! tersebut di atas, dapat diketahui bahwa 

pejabat yang belum mengikuti pelatihan penjenjangan tingkat IV dan Ill dan 

malahan tingkat II terdapat jumlah pegawai yang cukup besar, dimana pada 

kategori pejabat ini sangat potensil untuk dikembangkan karena pegawai tersebut 

umurnya masih rnuda dan masa ke~janya masih lama dan mayoritas sebagai 

tenaga pemikir dan perencana pembangunan. 

Kata "Jabatan" atau ")ob'' dalam pengertian umum adalah sekelompok 

posis1 yang sama dalam organisasi pemcrintahan. Kerangka pengertian yang 

scderhana ini dapat diketahui balnv<l job ada dalam sctiap organisasi. baik 

organ1sas1 pemerintah maupun organisasi swasta. Dalam kerangka ini yang 

dimaksud organisasi adalah organisasi pemerintahan, demikian pula dengan yang 

dimaksud jabatan adalah jabatan pcmerintahan yaitu jabatan pegawai negcri sipil 

yang bckerja pad a organ isasi pemerintahan yang discbut dengan eselon. Oleh 

karena itu jabatan adalah sekclompok posisi yang mengandung ban yak pcrsamaan 
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dalam tugas-tugas, kecakapan-kecakapan, pengetahuan-pengetahuan dan 

tanggun gj a wab-tanggu n gj a wab. 

Upaya pembinaan pegawai berdasarkanjabatan adalah suatu kegiatan yang 

berkaitan dengan peningkatan kecakapan pegawai guna pertumbuhan yang 

berkesinambungan didalam organisasi. Oleh karena itu pembinaan pegawai 

adalah segala usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas 

umum pemerintahan d;m pembangunan. Sehingga dengan demikian pimpinan 

Organisasi harus selalu memperhatikan pengembangan karir pegawai melalui 

pelatihan penjenjangan kcpemimpinan kcpada pegawai yang sudah memenuhi 

persyaratan. 

7. PNS yang telah mengikuti diklat teknis Dinas Ketahanan Pangan 
Provinsi Sulawesi Barat 

Pendidikan dan pelatihan (Diklat) teknis ada!ah suatu kegiatan yang harus 

di ikuti o!eh pegawai yang berpotensi mempunyai keterampilan khusus yang 

harus harus dimiliki di !uar dari jabatan struktural. Adapun karakteristik pegawai 

yang tclah mengikuti pcndidikan dan pelatihan teknis sebagai berikut: 
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Tabel: 8 

PNS yang telah mengikuti diktat Teknis Dinas Ketahanan Pangan 

Pmvinsi Sulawesi Barat 

Go Iongan Frekuensi Presentase 

IV 5 8,93 1---
,-- '-

Ill II 19,64 

--
II 2 3,57 

~--

T otal 18 32,14 

Somber: Data dtolah, 2016 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Ketahanan Pangan yang telah 

mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) teknis sebanyak 18 orang terbagi ke 

dalarn 5 orang golongan IV, 11 orang golongan Ill dan 2 orang golongan II. 

Artinya bahwa semakin banyak pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 

teknis ini, maka pegawai semakin berpotensi dapat lebih memperbaiki kualitas 

pckerjaan yang mcnjadi tugas pokok dan fungsinya. Pegawai pacta dasarnya selalu 

berkeinginan untuk diberikan kesempatan menambah pengetahuan dan 

keterampilan untuk memperbaiki kinerjanya dalam rangka mengembangkan 

organisasi dimana pegawai ditempatkan. 

Berdasarkan hasil pene!itian ini dapat diketahui bahwa salah satu 

penyebab kualitas pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai belum menunjukkan 

kualitas yang memadai karena potensi untuk pcngembangan arier pegawai melalui 

pendidikan dan pelatihon pegawai belum di ikutsertakan seluruh pegawai pada 

palatihan teknis tersebut. Oleh karena itu, tugas pimpinan yang prioritas adalah 
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mengikut sertakan seluruh pegawai dalam pelatihan teknis apabila pegawai yang 

bersangkutan telah mcmenuhi persyaratan administratif yang telah ditentukan. 

8. PNS yang telah mengikuti izin bela jar Din as Ketahanan Pangan Provinsi 
Sulawesi Barat 

Untuk mengetabui karaktcristik pegawai negeri sipil berdasarkan tingkatan 

pendidikan dapat dilihat pada label sehagai bcrikut: 

Tabcl: 9 

PNS yang tclah mengikuti izin belajar Dinas Ketahanan Pangan 

Provinsi Sulawesi Barat 

Jenjang Pendidikan .---- •. k . re uenst Prcsentase 

---·- ·- ·-

Diploma 0 0,00 

Sl 0 0,00 

. 
S2 3 8,57 

----·-
S3 0 0,00 

Total 3 5,35 

oc--· -"'CO -------·· ·------- ·------

Somber; Data dtolah, 2016 

Berdasarkan pada tabcl terscbut di atas, dapat dikctahui bahwa Pcgawai 

Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kctahanan Pangan ada 3 Orang yang melanjutkan 

pendidikan formal ke jenjang S2, diantaranya 2 orang yang melanjutkan ke 

Universitas Islam Makassar dan I orang pada Universitas Terbuka Majene. 

Tingkat pendidikan dengan perbedaan proscntase yang mencolok terdapat pada 

tingkat pcndidikan S I, (0,00 %) dimana pcgawai negeri sipil yang berpendidikan 

Sl. Seharusnya jumlah pegawai yang berpendidkan Sl yang lebih banyak 

dibnnding dengan jenis pendidikan yang lain karena jenjang ini adalah dasar 

pcgawai mengembangkan potensinya. Artinya bahwa pendidikan yang memadai 
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dimiliki oleh PNS merupakan dasar untuk melakukan pembinaan dalam rangka 

kualifikasi pemberian tugas-tugas tertentu yang berkaitan tanggung jawab yang 

diembangnya. 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pegawai tidak terlalu 

bcrminat untuk mengembangkan pendidikan formalnya ke jenjang yang lcbih 

tinggi. Dapat dilihat dari hasil penctitian lapangan bahwa pegawai lebih tertarik 

mempertahanklan keadaan surnber daya yang telah mereka miliki dibanding 

dengan berupaya melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Upaya pegawai 

mcngembangkan dirinya melalui jenjang pendidikan tinggi hanya 3 orang, artinya 

bahwa hanya 3 orang yang berpeluang mcnduduki jabatan yang lebih tinggi. 

9. PNS yang telah mengikuti diklat teknis fungsional Dinas Ketahanan 
Pangan Provinsi Sulawesi Barat 

Untuk mengetahui karakteristik pegawai yang telah mengikuti diklat 

fungsional pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi 1:3arat dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 
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Tabel: 10 

PNS yang telah mengikuti diklat teknis fungsional Dinas Ketahanan Pangan 

Provinsi Sulawesi Barat 

Jenis Diklat Teknis Frekuensi Presentase 

Simpeg. 0 0,00 

--
Pengadaan Barang dan Jasa 8 22,86 

Tim Penilai Angka Kredit 0 0,00 

--
MOT (Manajemen Of 0 0,00 

Training)/ 

TOT (Training Of Trainer) 0 0,00 

Total 8 14,29 

. - . 
Sumber: Data d10lah, 2016 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi 

Sulawesi Barat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) 

fungsional sebanyak 8 Orang, atau (22,86 %) dari jum[ah pegawai golongan III 

dan (14,29 %) dari 56 jumlah pegawai yang ada pacta Dinas Ketahanan Pangan 

Provinsi Sulawesi Barat diantaranya hanya pendidikan dan pelatihan (Diklat) 

pengadaan barang dan jasa yang telah di ikuti. Artinya bahwa pcngembangan 

surnber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan teknis lain rnasih terbuka 

kesempatan untuk pendidikan dan latihan seperti sistem infonnasi manajemen 

kepegawaian (SIMPEG), MOT (manajemen of training), TOT (training of 

trainer) dan tim penilai angka kredit (TPAK) bagi tenaga fungsional belum ada 

yang mengikuti. 
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Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa untuk mendapatkan tenaga-tenaga 

terampil dalam mengelola administrasi kepegawaian harus melalui pendidikan 

dan pclatihan teknis fungsional. Karena hanya dengan intensitas mengikut 

scrtakan pegawai pada pendidikan dan pelatihan teknis fungsional pegawai dapat 

mengembangkan kompetensinya dan pada gilirannya pegawai akan meningkat 

kinerjanya. 

D. Pcmbahasan 

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini, dapat diketahui bahwa 

pengcmbangan sumber daya manusia adalah intensitas pegawai mengikuti 

pendidikan dan pelatihan (diklat). Karena pegawai yang telah mengikuti 

pcndidikan dan pelatihan akan memperoleh beberapa pengetahuan, keterampilan 

dan perubahan sikap yang sangat dibutuhkan organisasi dalam rangka 

peningkatan kompetensi pegawai untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya. 

Selanjutnya, pengcmbangan sumber daya manusia untuk mengembangkan 

kcahlian, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan efektif. 

Bcrdasarkan hasil pcmbahasan pcnelitian diketahui bahwa sumber daya 

man usia yang produktif adalah tampak dari tindakannya yang konstruktif, percaya 

diri, mcmpunyai rasa tanggungjawab, memiliki rasa cinta terhadap pekerjaannya, 

mempunyai pandangan jauh ke dcpan dan mampu menyelesaikan persoalan. 

Sedangkan ciri-ciri sumber daya manusia yang produktif adalah cerdas dan dapat 

belajar dengan relatif cepat, bekerja secara profesional, kreatif dan inovatif, 

memahami pekerjaan bclajar dengan cerdik, menggunakan logika, efisicn, dan 

tahu meningkatkan diri. 
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1. Peningkatan Pengetahuan (Knowledge) 

Guna mengantisipasi dampak negatif yang berlarut-larut dari berbagai 

hambatan pelayanan publik karena aspek sumber daya manusia maka diperlukan 

upaya dan slrategi pengembangan sumber daya man usia yang tepat, efektif dan 

efisien. Untuk itu diperlukan reorientasi dan reformulasi atas strategi yang telah 

diterapkan saat ini. 1-lasil observasi lapangan menunjukkan bahwa aspek penting 

pada peningkatan pengetahuan adalab memberikan organisasi suatu kerangka 

kerja dalam meningkatkan kemampuan untuk mengantisipasi dan mendetcksi 

perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah untuk membantu mengembangkan 

pengctahuan anggota organisasi dalarn pelaksanaan fungsi~fungsi menejemen 

untuk mencapai lujuan. Salah satu variabel yang berpcngaruh pada tercapainya 

kinerja organisasi publik dengan lingkungan eksternalnya adalah manajemen 

strategi yang diterapkan organisasi untuk mencapai tujuannya. 

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi 

Sulawesi Barat pada tangga15 Januari 2018, menyatakan bahwa: 

''Konsep man~jemen strategi dalam meningkatkan kualitas kerja pegawai, Kepala 

Dinas Ketahanan Pangan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk 

melakukan pcndidikan dan pelatihan sesuai dengan tupoksi masing-masing 

pegawai. Model mam~emen SDM yang diterapakan oleh Kepala Dinas Ketahanan 

Pangan yaitu demokratis, dan terbuka. Artinya siapapun staf/pegawai yang ingin 

memberi masukan kepada p_impinan terkait dengan tupoksi pegawai maka 

pimpman siap untuk mendengar dan memberikan pertimbangan agar pcgawai 

dapat mcmahmni tupoksinya". 
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Manajemen strategi dalam pembaharuan ini dimungkinkan sejauh sejalan 

dengan semangat otonomi daerah yang menempatkan pemerintah untuk lebih 

mandiri mengelola sumber daya yang dimiliki serta sejalan dengan kebijakan 

pemerintah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat yang juga telah 

menycsuaikan diri dengan semangal reformasi tersebut. 

Strategi yang diperlukan adalah mengupdate anal isis pekerjaan yang telah 

ada. Jabatan dan pekerjaan yang melekal didalamnya perlu dianalisis kembali 

mengenai bobot dan ruang lingkupnya sehingga mampu memenuhi tuntutan 

pelayanan publik yang semakin berkembang sekaligus mampu rnemenuhi tuntutan 

profesional sebagai administrator publik. Cakupan job analisis ini adalah job 

description (uraian jabatan) dan job spesiflcation (kualif1kasi jabatan). Uraian 

pekerjaan yang selama ini ada perlu diperbaharui sesuai dengan tuntutan 

pekerjaan yang semakin kompleks. Selama ini uraian pekerjaan dibuat seragam 

antar unit yang satu dengan unit yang lain bahkan di daerah yang berbeda. Tentu 

saja kerumitan, kompleksitas, dan cakupan tugas pada posisi yang sama di tern pat 

yang bcrbeda bisajadi mcmpunyai variasi yang beragam pula. 

Sebagai konsekuensi perubahan uraian jabatan dan tuntutan pekerjaan 

yang bcrkembang maka kualifikasi jabatan menuntut updating pula. Jabatan yang 

semula menuntut persyaratan tertentu bagi orang-orang yang akan menjabatnya 

kini bisa jadi menuntut persyaratan yang Jebih tinggi yaitu pengetahuan 

berdasarkan jenjang pendidikan formal sekaligus kemampuan manajerial yang 

proporsional. Kualifikasijabatan ini tentu saja harus terus menerus direvisi karena 

tuntutan pckcrjaan tcrus bcrkcmbang dcngan ccpat yangjika tidak dapat dircspons 
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dengan cepat akan menjadikan pemerintah tertinggal dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. 

Strategi yang dirnaksud adalah pengembangan quality of work life (QWL) 

atau seringpula dapat diterjemahkan menjadi kualitas kehidupan kerja. Strategi ini 

secara khusus dapat menjadi strategi utama mengingat kendala-kendala utama 

yang dihadapi oleh aparat pemerintah daerah mencakup kondisi ke~ja yang 

rendah, komunikasi organisasi yang kurang ciCktif, serta diikuti dengan prestasi 

kerja yang rendah pula karena tidak mendapat pengetahuan siapa yang kerja apa 

dan siapa yang mengawasi siapa. 

Quality of work l[(e merupakan upaya yang menggabungkan desain 

pekerjaan dcngan lingkungan kerja dan pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat 

memaksimalkan kepuasan kerja, meningkatkan sikap kerja yang positif serta 

mempcrtinggi produktivitas dan prestasi kerja. Kegiatan pengembangan quality of 

work life berikait dengan semua elemcn pengembangan sumber daya manusia, 

akan tetapi ia sccara khusus dapat dilakukan dengan mcngembangkan tiga hal, 

yaitu :Task chages atau perubahan tugas; Ojjice automation atau otomatisasi 

kegiatan perkantoran; dan Office design atau pcngembangan desain tisik kantor. 

Perubahan tugas (task change.\) mcliputi kegiatan desain ulang tugas 

pekerjaan (task design) dan kegiatan desain kern bali arus pekerjaan (work flow). 

Desain tugas pekcrjaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperkaya 

pekerjaan (job enrichment) yang mana kegiatan ini terlebih dahulu harus melalui 

job analysis,job description, dan job spesiflcation scbagaimana telah dijelaskan di 

atas. Hasil wawancara dengan Kadis Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat 

pada waktu yang sam a, beliau juga mengatakan: 
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"Kepala Dinas selaku pimpinan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi 

Barat, membentuk tim work agar setiap pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat 

dan efisien. Misal untuk pembahasan renstra, dibahas dalam rapat tim work. 

Selain itu, pirnpinan juga aktif mengadakan evaluasi pekerjaan setiap bidang yang 

menjadi tanggungjawabnya. Evaluasi dilakukan secara berjenjang. Staf dicva[uasi 

oleh kepala seksi, kepala scksi dievaluasi oleh kepala bidang dan kepala bidang 

dicvaluasi oleh kepala dinas. Di dalam anal isis jabatan, sudah jelas uraian tugas 

setiap staf/pegawai. Jadi staf sudah dapat memahami apa yang akan dilakukan 

setiap harinya. Selain itu atahan dan petunjuk dari atasan dalam hal ini 

Kasubag/Kepala Seksi, Kepala Bidang, bahkan Kepala Dinas". 

Hasil wawancara lebih memperjelas bahwa pengetahuan (knowledge) 

pegawai yang tercakup dalam pengembangan quality of work liji! ini adalah desain 

pekerjaan yang dimulai dari aspek percncanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Desain 

ini selain harus menunjang kinerja yang ada juga menyangkut kemampuan dan 

kenyamanan pegawai dalam mclakukan pekerjaan berdasarkan tim work. Hagian 

tcrtentu yang intensif berhubungan dengan bagian lainnya seyogyanya bcrada 

pada bagian yang paling banyak berhubungan dengan administrasi pembangunan 

maka harus ditcmpatkan pada bagian tcrdcpan yang bersentuhan langsung dcngan 

masyarakat. 

Arus kerja harus didesain tcrlebih dahulu baik dari kepcntingan internal 

organisasi dan terutama dari kepentingan masyarakat sebagai konsumcn. Desain 

kanlor juga seyogyanya mcmpcrtimbangkan kcnyamanan pegawai dalam bekerja. 

Hal ini mcnyangkut kebersihan, kcindahan, ketenangan, kelengkapan sarana dan 

prasarana pelaksanaan pekc1jaan, dan kemudahan bcrinteraksi dcngan rekan 
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st:iawat yang paling dekat bidang tugasnya, serta mampu pula menjaga privacy 

masing-masing pegawai.Yang terpenting dari quality of work life adalah 

kcmampuannya untuk mendukung efektif dan efisiensi pelaksanaan tugas secara 

maksimal, namun demikian quality of work life juga membawa konsekuensi 

pcngetahuan yang memadai, pendanaan yang cukup besar sehingga perlu 

diadakan berbagai pentahapan dalam realisasinya. 

Penerapan Strategi ini adalah reformasi strategi pendidikan dan pelatihan. 

Setidak-tidaknya dapat dibagi menjadi empatjenis pendidikan dan pelatihan, yaitu 

: pendidikan formal, pendidikan non fonnal, pendidikan struktural/penjenjangan, 

dan pendidikan teknis/fungsional. Pendidikan formal dapat dilakukan dengan 

pemberikan tugas belajar atau ijin belajar, atau dengan mendorong para pegawai 

untuk rnengikuti pendidikan formal secara mandiri. 

Hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi 

Barat pada tanggal 5 Desember 2017, rnengatakan bahwa: 

··Program jangka panjang yang di lakukan oleh pemerintah daerah dalam 

mcningkatkan pengetahuan pcgawai dalam melaksanakan tupoksinya khusus di 

lingkup Dinas Ketahanan Pangan dengan membcrikan kesempatan kepada 

pcgawa1 yang ingin melanjutkan studinya baik itu melalui program ijin belajar 

maupun tugas belajar. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama 

dengan pusat sangat mendukung peningkatan keterampilan (Ski![) PNS, setiap 

tahun diadakan pendidikan dan pelatihan bagi PNS. Misalnya; Pelatihan 

Bendahara, Diklat Barang dan Jasa, Diklat PJM dan masih banyak lagi diklat 

lainnya". 
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Namun demikian, tidak semua keikutsertaan dalam pendidikan fonnal 

dapat diberi pengakuan (seperti penyesuaian pangkat atau jabatan) karena jika 

tidak akan membuat para pegawai hanya mengejar fonnalisme pendidikan. 

Pendidikan formal harus tetap didorong akan tetapi dengan memperhatikan 

kualitas pendidikan. Selain itu yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian (match) 

antara bidang studi yang diperoleh dari pendidikan formal dengan bidang tugas 

yang diemban. Dengan demikian ilmu yang diperoleh dapat diamalkan dalam 

pekerjaannya, dan pekerjaan yang diemban tidak dilaksanakan secara 

serampangan oleh mereka yang memiliki jenjang pendidikan yang memadai 

namun mempunyai bidang studi yang berkualitas. 

Berikutnya adalah kesesuaian antara jenjang pendidikan yang ditempuh 

dengan persyaratan jenjang jabatan yang ada. Hal ini perlu diperhatikan untuk 

menjaga struktur piramida kepangkatan yang ideal karena bisa jadi persyaratan 

pekerjaan hanya diberikan penggajian sebesar Julusan pendidikan yang 

dimilkinya. Pendidikan nonfonnal pcrlu diperhatikan mengingat sifatnya yang 

lebih sesuai dengan perkembangan yang aktual serta tleksibilitasnya yang tinggi 

dalam mengembangkan kemampuan pcgawai. Kegiatan seperti seminar, 

workshop, shortcourse, dan diskusi panel, bahkan off atau on the job training 

sekalipun mempunyai kontribusi bcsar dalam mempcrluas wawasan seseorang. 

Meskipun nilai formalnya tidak begitu besar, terkadang pendidikan 

nonformal ini justru mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam 

mengkonstruksi kemampuan kerja pegawai. Namun yang perlu diperhatikan 

adalah jangan sampai tcrjadi keikutscrtaan scscorang da!am jenis pendidikan ini 

dipilih secara serampangan. Perlu diperhatikan kesesuaian bidang tugas yang 
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dihadapi saat ini atau yang akan dihadapi pacta masa mendatang sehingga ni!ai 

manfaatnya dapat dirasakan bagi pegawai dan yang terpenting bagi organisasl. 

Pendidikan nonformal ini bisa direncanakan penyelenggaraannya oleh 

instansi yang bersangkutan atau berpartisipasi dalam kegiatan yang 

diselenggarakan oleh pihak lain. Dengan adanya semangat otonomi daerah maka 

pc.merintah kabupaten atau masing-masing instansi dapat mengagendakan sendiri 

pendidikan nonfonnal yang diperlukan tanpa perlu lagi menunggu undangan dari 

pemerintah atasan sebagaimana yang biasa terjadi selama ini. 

Keberadaan pendidikan dan pelatihan struktural atau penjenjangan selama 

ini memang dirasa masih diperlukan, akan tetapi dalam pelaksanaannya perlu 

diperbaiki jangan sampai menjadi semacam fonnalitas belaka. Yang pcrlu 

Uireformasi kiranya hanya terletak pada inisiatif penyelenggaraannya saja 

sehingga dimungkinkan bila pemerintah daerah melaksanakan sendiri diklat ini 

dengan bekerjasama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang ada. 

Hasila wawancara dilakukan pada tanggal 5 Desember 2017 kepada Sekretaris 

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat lcbih dipertegas lagi bahwa: 

"Pemerintah Daerah Sulawesi Barat sangat mendukung dalam pcnyelenggaraan 

Diklat agar PNS pemcrintah daerah dapat melakukan pckerjaan dengan 

profesional, sesuai dengan aturan yang telah ditelapkan. Jadi pemerintah daerah 

sudab menjadwalkan tiap lahunnya agar seluruh pejabal eselon rnengikuti 

diklatpim sesuai dengan tingkatanjabatannya". 

Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional dapat dilakukan sesuai dengan 

materi yang disusun oleh intcmsi terkait. Yang sela!u terjadi biasanya adalah 

pemerintah daerah atau instansi di daerah selalu menunggu penyelenggaraan 
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kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau kantor wilayah. Di masa 

mendatang bisa saja instansi daerah berinisiatifmenyelenggarakan sendiri dengan 

berkoordinasi dengan badan-badan diklat yang ada atau perguruan tinggi jika 

materi tertentu dirasa sangat mendesak untuk dikuasai atau diintrodusir oleh 

pemerintah kabupaten. Tentu saja pertimbangan efektif, et1sien, dan urgensi dari 

materi tersebut tetap harus diperhatikan. 

Beberapa teknik tersebut akan diintrodusir oleh Badan Diklat Depdagri 

untuk menentukan kelayakan seorang pegawai dalam menduduki jabatan tertentu. 

Jika dalam banyak strategi pengcmbangan sumber daya manusia lebih banyak 

melibatkan bagian kepegawaian, maka dalam strategi ini lebih bertumpu pada 

tanggung jawab atasan langsung dalam mengembangkan kemampuan dan prestasi 

kerja anggotanya. Hal ini memang harus disadari bahwa tanggung jawab 

pengembangan sumber daya manusia dalam suatu organisasi bukan monopoli 

fungsional bagian kepegawaian akan tetapi menjadi tanggung jawab berbagai 

pihak terutama pimpinan yang dalam melaksanakan tugas ini difasilitasi oleh 

bagian kepegawaian. Melalui strategi ini nampak sekali betapa penting makna 

kepemimpinan dalam mengembangkan sumber daya manusia. 

1. Peningkatan Keterampilan (Skills) 

Berdasarkan basil pembahasan dalam penelitian ini, konsep keterampilan 

identik dcngan kompetcnsi banyak diterapkan dalam organisasi publik, karena 

diyakini bahwa kinerja orgnisasi dapat ditingkatkan melalui pengelolaan sumber 

daya manusia berbasis kompetensi. Kompetensi yang yang dimiliki oleh setiap 

orang dalam organisasi juga memiliki tiungkatan. Scharusnya peningkatan 

kompetensi terbagi menjadi tiga tingkatan kompetensi, yaitu behavior tools, yaitu; 
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keterampilan/kemampuan psikomotorik, image attribute adalah pola perilaku 

orang dalam kelompok sisial atau organisasi dan personal characteristic: adalah 

bcrperilaku atau untuk menjadi pendengar orang yang baik. 

Hal penelitian ini telah mengidentitikasi kelompok kompetensi yang 

bersifat genetik (umum), yaitu: Kemampuan merencanakan dan 

mcngimplementasikan (Achievement and Action), adalah kernampuan melayani 

(helping and human service), kemampuan memimpin (inpact and influence 

cluster), kemampuan mengelola (managerial), kemampuan berpikir (cof{nitive), 

kemampuan bersikap dewasa (personal effectivenes.~/ 

Agar organisasi dengan mudah mencapai tujuannya, maka diperlukan 

kompetensi pcmeimpin dan kompetensi pegawai/karyawan/staf. Oleh karena 

semakin banyak kompetensi yang dipertimbangkan dalam proses rekrutmen 

sumber daya manusia, semakin meningkatkan budaya organisasi. Kompetensi 

adalah suatu kemampuan (skill & knowledge) untuk melaksanakan atau 

melakukan aktivitas/pekerjaan/tugas. Kompetensi juga merupakan karakteristik 

individu yang mendasari kinerja atau perilaku di dalam organisasi. Kinerja 

seseorang dipengaruhi oleh pengetahuan, kemampuan, sikap, gaya kerja, 

kepentingan, kepercayaan dan gaya kepemimpinan yang dimiliki seorang 

aparatur. 

Hasil wawancara dilakukan pacta I 5 Januari 2018 kepada Ka. Bag. 

Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat, menyatakan: 

"PNS lingkup Dinas Ketahanan Pangan agar lebih profesional dalam menghadapi 

perubahan lingkungan maka model pemberdayaan disesuaikan dengan 

kompetensi yang dimilki oleh pegawai tersebut. Pegawai akan ditempatkan sesuai 
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dengan Jatar belakang pendidikan yang telah diperoleh. Jadi lebih mudah 

dipahami dalam mclaksanakan tugas yang diberikan, sesuai dengan analisis 

jabatan dan aturan kcpegawaian yang tclah ditetapkan". 

Berdasarkan basil wawancara tersebut di atas, dapat memberikan 

pemahaman bahwa pcgawai negeri sipil merupakan asset nasional yang bertugas 

menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan disegala bidang, 

sehingga pegawai mempunyai peranan penting dalam keberhasilan suatu 

organisasi. Pengalaman yang lalu membuktikan keberadaan pegawai negeri sipil 

mampu mcnjaga dan mengawal pcrjalanan bangsa, meskipun diwamai berbagai 

gelombang pasang surut dinamika politik yang menggelora. Pegawai negeri sipil 

yang netral dan professional ternyata dibutuhkan oleh masyarakat agar 

pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan secara efektif untuk melayani 

masyarakat secara merata. 

Dalam kehidupan berbagai ncgara dan bangsa diberbagai belahan dunia, 

berkembangnya birokrasi merupakan wahana utama dalarn penyelenggaraan 

negara dalam berbagai kehidupan bangsa dan dalam hubungan antar bangsa, 

disamping melakukan pengelolaan pelayanan, birokrasi juga bertugas 

rnenerjemahkan berbagai keputusan politik kedalam bcrbagai kebijakan publik. 

Dalam rangka kompetensi surnber daya manusia aparatur, adalah sosok 

birokrat ataupun sumber daya aparatur pegawai negeri sipil seyogyanya 

penampilannya harus professional sekaligus taat hukum, netral, rasional, 

demokratik, inovatif mandiri memiliki integritas yang tinggi serta menjunjung 

tinggi etika administrasi publik dalam membcrikan pelayanan kcpada masyarakat. 
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Pada kesempatan yang sama pula wawancara terhadap Ka. Bag. Kepegawaian, 

menyatakan bahwa: 

"Rencana Strategi (RENSTRA) dibuat dalam jangka 5 tahun sekali yang 

merupakan dokumen percncanaan SKPD, dan menjadi pedoman dalam membuat 

rcncana kerja yang dibuat setiap tahunnya. Pengelolaan PNS dalam membuat 

rencana kerja dan renstra telah ditempatkan di bagian program dan perencanaan. 

Jadi dalam merumuskan Renstra Dinas Kctahanan Pangan melibatkan semua 

bidang agar apa yang diharapkan dapat terwujud. Manajemen yang diterapkan 

pimpinan agar peraturan kerja di patuhui oleh pegawai yaitu pirnpinan 

memberikan contoh kepada pegawai misalnya pimpinan datang lebih awal, 

memberikan tcguran halus bagi pegawai yang tidak melaksanakan tugas dengan 

baik atau datang telat. Sampai sangsi yang lebih berat yaitu pengurangan 

tambahan penghasilan pegawai (TPP)". 

Peningkatan efektivitas dan efesiensi pelaksanaan administrasi 

pembangunan nasional harus dimulai dari penyusunan renstra dan renja 

membutuhkan penyesuaian kebijakan dan perangkat pcrundang-undangan, namun 

tidak berarti harus mengabaikan kepastian hukum. Adanya kcpastian hukum 

merupakan indikator profesionalisme dan syarat bagi kredibilitas pemerintahan, 

sebab segala sesuatu yang akan dilakukan harus ada paying hokum yang bersifat 

vital dalam pcnyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta dalam 

pengembangan hubungan antar organisasi. 

Tegaknya kepastian hukum juga mensyaratkan keterampilan khusus dalam 

penyusunan berbagai kebijakan pcmbangunan. Sebab berbagai kebijakan publik 

tersebut pada akhirnya harus dituangkan dalam sistem perundang-undangan untuk 
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memiliki kekuatan hukum dan sekaligus mengandung kepastian hukum. Dengan 

penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah makakeberpihakan birokrasi 

pada kepentingan masyarakatakan menjadi lcbih besar serta dapat 

mempertahankan posisi netralnya. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini 

juga akan menjadi semacam sistem pengendalian internal bagi organisasi melalui 

pendidikan dan pelatihan (diklat). 

Schubungan hal tersebut, dilakukan wawancara dengan Ka. BPP SDM 

Provinsi Sulawesi Barat pacta tanggal 18 Desember 2017, menyatakan bahwa: 

''Untuk Diklatpim 2, 3 dan 4 peran Kepala BPP-SDM Provinsi Sulawesi Barat 

sebagai fasilitator antara Dinas Ketahanan Pangan dan Lembaga!Badan Diklat 

yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Adapun 

Lembaga/Badan Diklat yang telah bekrjasama dengan Pemerintah Sulawesi Barat 

yaitu PKP2All LAN Makassar dan Pusdiklat Kemendari Regional Makasaar, 

untuk pendidikan dan pelatihan pengembangan aparatur. Dalam rangka 

mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

diperlukan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi, maka untuk 

membentuk I mengembangkan sumber daya manusia aparatur yang memiliki 

diperlukan pembinaan melalui jalur pendidikan dan pclatihan yang lcbih efektif, 

sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000, tentang Pendidikan 

d<1n Pelatihan Pegawai Negeri Sipil. Pemerintah daerah bekerjasama dengan 

Legislatif (DPR Provinsi Sulawesi Barat) merencanakan pembangunan 

Badan/Lembaga Diklat Sulawesi Barat,jadi PNS yang ikut Diklat PIM akan tebih 

mudah dan hemat dari segi biaya. Dan akan dibuka penerimaan Widya Jswara 

untuk Lingkup Provinsi Sulawesi Barat. Untuk Lingkup Dinas Ketahanan Pangan 
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akan diusulkan setiap tahun anggaran untuk diklat 2-3 orang, jadi akan ada setiap 

tahun pejabat eselon untuk dinas Ketahanan Pangan yang ikut diklat PIM. BPP­

SDM juga akan merencanakan pertemuan diklat untuk pejabat pengadaan barang 

danjasa, diklat bagi pengelola keuangan di Dinas Ketahanan Pangan". 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, diketahui bahwa intcgritas 

dikaitkan dengan upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung manajemen 

terpadu dan berkelanjutan, pembentukan komitmen dan daya tanggap serta 

pembentukan team dalam kerangka pengembangan kompetensi aparatur 

pemerintah daerah, antara lain adalah dengan upaya pengembangan surnber daya 

aparatur pemerintah daerah untuk mendapatkan kemampuan aparatur secara 

optimal. Peluang dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan 

baik secara formal maupun non formal dibuka lcbar~tebar, kemudian pada 

akhimya diberdayakan secara profesional dalam arti pendidikan yang telah 

diperoleh diberikan kesempatan untuk dapat diaplikasikan dalam ketugasannya. 

luntutan masyarakat mendapatkan proses pelayanan secara cepat dan 

tcpat memerlukan tindak lanjut secara nyata yaitu komputerisasi dalam setiap 

kegiatan penyediaan Jasa layanan. Pemusatan pemikiran dalam proses 

pcmbangunan yang selalu berorientasi kepada pengembangan teknologi 

khususnya teknologi informasi harus tetap berorientasi pada keinginan masyarakat 

a tau pelanggan yang memerlukan data, informasi, maupun jasa pelayanan lainnya 

dengan akses yang mudah, tidak berbelit-belit, aman, efisien, adil, terbuka, cepat 

dan akurat. 

Hasil wawancara yang sama dilakukan terhadap Ka. BPP SDM Provinsi 

Sulawesi Barat pada tanggal 18 Desember 2017, menyatakan bahwa: 
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"Untuk dukungan anggaran pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh 

pemerintah daerah tclah menganggarkan untuk diklat aparatur Dinas Ketahanan 

Pangan ke dalam DPA-SKPD Dinas Ketahanan Pangan. Diawal pembentukan 

Provinsi Sulawesi Barat Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah Provinsi 

Sulawesi Barat dalam kategori WOP. Hal ini merupakan hasil dari setelah 

dilakukan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur baik secara administrasi 

maupun diklat teknis lainnya. Dan hasil yang diperoleh telah mambuktikan 

dcngan mendapat Opini BPK tiga tahun terakhir ini secara berturut-turut Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP)". 

Pengembangan (development) yang dapat mewakili usaha-usaha 

meningkatkan kcmampuan pegawai untuk menangani beraneka tugas dan untuk 

meningkatkan kapabilitas yang dibutuhkan oleh pekerjaan yang dibutuhkan saat 

ini. Pengembangan aparalur menguntungkan organisasi dan individu. Para 

pegawai yang mcmiliki pengalaman dan kemampuan yang sesuai dapat 

meningkatkan daya saing organisasional dan kemampuan untuk menyesuaikan 

diri dengan lingkungan yang berubah. Dalam proses pengembangan karier pam 

pegawai memungkinkan berkcmbang dan mendapatkan tugas yang berbeda dalam 

mcngembangkan organisasi dimana aparatur tersebut mengabdikan dirinya. 

Bahwa pendidikan dan pelatihan adalah suatu proses pengalaman yang 

terus-rnencrus, lermasuk perbaikan dan penyusunan kembali pengalaman. Karena 

kehidupan itu merupakan proses pertumbuhan, maka pendidikan membantu 

pertumbuhan atau kehidupan yang tepat tanpa dibatasi oleh usia. Proses 

pcndidikan merupakan penyesuaian yang terus-menerus, pacta setiap fase yang 

menambah kecakapan di dalam pertumbuhan sesorang. Untuk memiliki sumber 
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daya aparatur yang handal, professional, mempunyai integritas yang tinggi serta 

kemampuan yang memadai adalah hal yang penting dalam mewujudkan tujuan 

nasional bangsa Indonesia. Untuk membentuk sumber daya aparatur tersebut, 

pcrlu dibina melalui pendidikan dan pelatihan secara terus-menerus dan 

berjcnjang, baik pcgawai lama maupun pegawai baruguna membantu stabilitasnya 

dan mendorong untuk bekerja lebih etisien dan cfektif. 

Dengan demikian salah satu taktor yang berpengaruh terhadap potensi 

pegawai adalah tinggi rendahnya Jatar belakang pendidikan formalnya. Dalam 

suatu organisasi, khususnya organisasi pemerintah, pegawai merupakan faktor 

penentu keberhasilan organisasi. Jika pcgawai tersebut memiliki kualit.as dan 

kuantutas yang cukup, maka pelayanan yang diberikan akan menjadi maksimal. 

Untuk itu pengembangan aparatur dilakukan melalui pendidikan non formal yaitu 

untuk mcningkatkan kinerja pegawai sehingga memilki keterampilan dan 

kcmampuan yang dibutuhkan oleh organisasi. 

Secara sederhana pendidikan dan pclatihan dapat diartikan sebagai upaya 

untuk membina kepribadian manusia sesuai dengan nilai-nilai yang ada da!am 

masyarakat.Pcndidikan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memperoleh dan 

menarnbah pengetahuan, pengertian, kccakapan, keterampilan, sikap dan perilaku 

yang diperlukan untuk memungkinkan manusia mempertahankan dan 

mclangsungkan hidupnya dan mencapai tujuan hidupnya. 

Pendidikan dan pelatihan adalah usaha orang dewasa yang telah sadar 

akan kemanusiannya dalam membimbing, rnclatih, mengajar dan menanamkan 

nilai-nilai serta dasar-dasar pcndangan hidup kcpada yang muda, agar nantinya 
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menjadi manusia yang sadar dan bertanggung jawab akan tugas~tugas hidupnya 

scbagai manusia. 

Dalam suatu organisasi dengan mcngikuti perkembangan dapat berjalan 

dari waktu ke waktu tanpa dapat dihindari baik yang tergolong oleh perubahan 

lingkup organisasi itu sendiri maupun yang dimaksudkan untuk meningkatkan 

efektifitas. Namun dapat dirasakan bahwa dalam menghadapi pcrubahan tersebut 

tidaklah muda, karena pcrubahan organisasi itu selalu diharapkan adanya 

peningkatan, baik peningkatan secara kuantitatifmaupun kualitatif. 

Sehubungan dengan perubahan yang terjadi baik dalam Jingkup organisasi 

maupun dalam lingkup sekitarnya akan menimbulkan masalah baru yaitu bahwa 

dengan adanya perubahan itu para pegawai tidak mampu lagi mengerjakan tugas 

dengan baik sesuai dengan tuntutan bidang pekerjaan masing-masing. Untuk 

menghadapi masalah tersebut, pimpinan dari setiap organisasi akan mengambil 

suatu kebijaksanaan untuk melatih dan mengembangkan potensi pegawainya agar 

rnercka matnpu bekcrja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Namun 

pcrtanyaan yang muncul bahwa apakah pelatihan tcrsebut mampu mcnjawab 

permasalahan yang ada. 

Selanjutnya, beberapa bentuk peralihan memberikan batasan bahwa yang 

dimaksud dengan pelatihan adalah: "sesuatu yang terus-menerus yang herupa 

pclatihan atau training yang rnerupakan kebutuhan dasar (basic need~) bagi sctiap 

pegawai atau karyawan". 

Dari kenyataan lapangan lebih memperjelas lagi bahwa pelatihan itu 

merupakan tindakan yang dilakukan untuk mcningkatkan pengetahuan dan 
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kcterampilan seorang pegawai atau karyawan untuk melaksanakan suatu 

pekerjaan tertcntu. 

Dari berbagai pendapat para ahli tersebut di atas, dapat dikemukakan 

bahwa pada dasarnya pendidikan dan pelatihan adalah merupakan proses yang 

dilakukan sccara sadar oleh pcndidik dan peserta didik melalui kegiatan 

bimbingan, pelatihan dan pelajaran dalam upaya meningkatkan kemampuan 

sumber daya manusia terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual 

dan kepribadian manusia agar ia mampu mcngembangkan semua potensi yang 

dimilkinya secara optimal. 

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan dan 

pelatihan sejalan dengan rekomendasi para ahli yang berada di ilmu adrninistrasi 

atau manjemen (administrasi kepegawaian, manajemen kepegawaian, manajemen 

personalia, manajemen sumber daya manusia) yang pada prinsipnya memberi 

batasan yang tidak jauh berbeda. Namun ada juga yang menyamakan istilah 

pelatihan dengan pengembangan aparatur, tetapi secara teoritis istilah 

pengembangan berbeda dengan pcngertian pelatihan. Adapun perbedaan antara 

pengembangan dan pelatihan pada intinya yaitu pelatihan yang dimaksudkan 

untuk membantu kemampuan para pekerja dalam melaksanakan tugas sekarang 

atau dengan kata lain pelatihan adalah suatu bentuk investasi jangka pcndek, 

sedangkan pengembangan lebih beroricntasi pada produktifitas para pekerja 

dimasa depan atau pengembangan suatu investasi sumber daya aparatur jangka 

panjang. 

Sedangkan, pelatihan merupakan proses pendidikan jangka pendck bagi 

pegawai untuk memperoleh ketrampilan operasional sistematis. Pelatihan juga 
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adalah setiap usaha untuk memperbaiki perfonnansi pekerja pada suatu pekerjaan 

tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya, atau satu pekerjaan yang ada 

kaitannya dengan pekcrjaannya. Pelatihan dianggap perlu apabila suatu organisasi 

mempunyai problem yang berkaitan dengan pekerjaannya dalam menentukan 

suatu pilihan. lntinya kita bisa melatih orang dan meningkatkan kemapuannya 

untuk melaksanakan pekerjaannya, tetapi umumnya orang kecewa hila berpikir 

bias melatih orang untuk mengeluarkan lebih banyak tenaga pada pekerjaannya. 

2. Pcrubahan Sikap/Perilaku (Attitude) 

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini, hasil analisis membedakan 

antara pendidikan dan pelatihan, yaitujalur pendidikan formal memberikan dasar~ 

dasar teori, logika dan kemampuan analisa, pengetahuan umum, pengembangan 

bakat, kcpribadian dan sikap mental. Sedangkan pelatihan menekankan pacta 

aspek kemampuan, keahlian, ketrampilan, teknik dan profesionalisme yang 

dik.aitkan dengan pekerjaan dan persyaratan kerja. Berdasarkan sifatnya, 

pelatihan bersifat praktis (spesiali:.), sedangk.an pendidikan bcrsifat teoritis 

(generalis). 

Sccara umum pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk memberikan 

kcsempatan kepada personil dalam meningkatkan kecakapan dan ketrampi!an 

mereka, tcrutama dalam bidang~bidang yang berhubungan dengan kepemimpin 

atau manajerial yang diperlukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Secara 

umum tujuan suatu program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan 

diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan serta untuk 

menjembatani kesenjangan antara pengetahuan, keterampilan serta sikap pcgawai 

yang ada dan diharapkan baik pula pada masa sekarang maupun pacta masa yang 
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akan datang disesuaikan dengan kebutuhan individu maupun kebutuhan 

perusahaan. Maka analisi~ menunujukkan bahwa tujuan utama dari program 

pelatihan, yaitu: Pertama, latihan dan pengembangan dilakukan untuk menutup 

''gap" antara kecakapan atau kemampuan pegawai dengan permintaan jabatan. 

Kedua, program-program tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas kerja pegawai dalam mencapai sasaran kerja yang telah ditetapkan oleh 

organ isasi. 

Hasil wawancara dengan pejabat struktural/fungsional Dinas Ketahanan 

Pangan Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 25 Desember 20 I 7, memberikan 

pernyataan sebagai berikut 

"Kemampuan pegawai masih kurang dalam melaksanakan Tupoksinya, melihat 

masih banyak pegawai yang be!um ikut dalam pendidikan dan latihan. Sementara 

basic pendidikan kebanyakan SMA, dan ditempatkan pada tempat teknis yang 

butuh pemahaman !ebih dalam !agi tentang pekerjaan yang menjadi 

tanggungjawabnya. Pendidikan fOrmal dapat menjadi penentu dalam 

meningkatkan pengetahuan pegm.vai, karena semakin tinggi pendidikan formal 

maka semakin besar tanggungjawab yang diberikan. Dinas Ketahanan Pangan 

membutuhkan Sarjana Pertanian, maka !ebih efektif jika yang ditempatkan di 

Dinas Ketahanan Pangan adalah Sarjana Pertanian daripada yang lain. Namun 

tidak menutup kemung,kinan Sar:jana Ekonomi, ditempatkan di Dinas Ketahanan 

Pangan untuk mengolah administrasi keuangan, perencanaan dan mengatur 

kepegawaian". 

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa diketahui pula, 

bahwa masih ban yak pegawai mempunyai dasar pendidikan SL TA sehingga 
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untuk mengikutkan pacta pendidikan dan pelatihan belum memenuhi persyaratan 

administratif. Tujuan pendidikan dan pelatihan dapat digunakan sebagai dasar dan 

pedoman untuk menempatkan pegawai pacta jabatan dan kedudukan sesuai Jatar 

belakang pendidikan karena untuk memudahkan dalam pelaksanaan dan 

pengawasannya serta evaluasi keberhasilan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan 

dari pendidikan dan pelatihan itu untuk dapat memenuhi kepentingan bagi 

organisasi maupun individu. 

Hasil wawancara dengan pejabat struktural/fungsional Dinas Ketahanan 

Pangan Provinsi Sulawesi Barat pada waktu yang sama, menyat<:~kan: 

"Pcndidikan non fonnal seperti DIKLAT sangat membantu dalam meningkatkan 

keterampilan pegawai. Pengctahuan bukan saja diperoleh dari pendidikan fOrmal 

namun juga dapat diperoleh dari pelatihan yang bisa menambah pengetahuan dan 

wawasan pegawai dalam melaksanakan tugas yang diembannya. Tinggal 

bagaimana cara mengolah SDM yang dimiliki, dengan dukungan kebijakan. 

Dampak dari pendidikan rormal sangat mempengaruhi peke~jaan karcna setiap 

pckcrjaan yang berhubungan dcngan Dinas Ketahanan Pangan itu sangat teknis 

sekali, dimana PNS yang berlatarbelakang pertanian sangat dibutuhkan untuk 

meningkatkatkan kualitas, kompetensi, inovasi dan produktivitas yang tinggi. 

Sementara pendidikan non formal juga memberi pcrubahan yang besar terhadap 

pekerjaan Pegawai. Untuk SDM yang masih kurang pemahaman tcntang 

tupoksinya, akan lebih baik ketika sudah mengikuti pendidikan dan latihan. 

Olehnya itu untuk meningkatkan kulitas SDM, perlu setiap pegawai untuk 

diikutkan dalam pendidikan dan latihan". 
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa perubahan 

sikap/perilaku dapat dilakukan dari pendidikan dan pelatihan, karena setelah 

pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihanproduktivitas kerjanya dapat 

meningkat. Namun tidak boleh dipungkiri bahwa perubahan sikap/perilaku 

pegawai juga bcrmula pada saat seleksi calon Pegawai Negeri Sipil (PNS), 

melalui penctapan formasi, selanjutnya implementasi dan proses penetapan caJon 

pegawai ncgeri yang lolos seleksi sebagai pegawai negeri. Setiap tahapan tersebut 

dilaksanakan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku setiap 

instansi. 

Rekrutmen dimulai dengan mempertimbangkan rencana-rencana merekrut 

sumber daya aparatur seperti mempertimbangkan jumlah dan tipe dari posisi 

kosong yang harus diisi, kapan posisi tersebut harus diisi, sumber personil atau 

keahlian apa yang dibutuhkan untuk mengisi posisi tersebut dan lain-lain. Setelah 

dilakukan pertimbangan tersebut maka dilanjutkan penentuan strategi dan metode 

rekrutmen. Terdapat berbagai metode rekrutmen dalam mendapatkan caJon 

pelamar kerja. Sumber caJon personil dapat berasal dari internal atau ekstemal 

organisasi. Untuk sumber internal dapat menyebabkan timbulnya transfer posisi 

atau promosi scbagai akibat dari perubahan sikap. 

Pelaksanaan rekrutmen yang baik dalam arti sesuai dengan perencanaan 

sumber daya aparatur yang baik, akan menghasilkan tenaga kerja baru yang 

memiliki keterampilan dan keahlian serta sikap/perilaku yang relevan dengan 

pekerjaan/jabatan kosong yang akan atau perlu diisi di lingkungan sebuah 

organisasi. Disamping itu dengan rekrutmen yang bcnar-benar baik, akan 

diperoleh sumber daya aparatur yang potensial untuk dikembangkan agar mampu 
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mengantisipasi perubahan-perubahan dan perkembangan lingkungan dalam 

rangka pengembangan organisasi di masa depan. Sumber daya aparatur yang 

potensial itu bahkan dapat dikembangkan untuk mempersiapkan pemimpin masa 

depan yang lebih baik. 

Kondisi scperti diuraikan di atas menunjukkan bahwa kegiatan rekrutmen 

yang dilaksanakan secara baik, akan menjadi pendukung posit if bagi pelaksanaan 

kepemirnpinan untuk mengefektifkan organisasi. Dukungan itu karena sumber 

daya aparatur sebagai hasil rekrutmen akan menjadi anggota organisasi yang 

memiliki kemampuan bcrperan aktif atau proaktif dalam melaksanakan tugas-

tugas dan tanggung jawabnya. Selain daripada rekruitmen perubahan 

sikap/perilaku aparatur dapat dilakukan melalui orientasi, pelatihan, dan 

pendidikan. Pada hakikatnya yang ditujukan untuk menyesuaikan persyaratan atau 

kualifikasi yang dibuthkan untuk melaksanakan pekerjan sekarang atau pada masa 

mendatang dengan kualifikasi yang dimiliki pegawai sekarang. Setelah mereka 

diterima menjadi pegawai maka kegiatan selanjutnya adalah pengembangan 

sumber daya aparatur dimaksudkan untuk dapat memperbaiki kinerja pegawat 

melalui pengetahuan, ketrampilan dan perubahan sikap dan peritaku. 

Pendidikan dan pelatihan akan mcmberikan bantuan pacta pegawat 

terhadap pengembangan pola pikir dan bertindak, terampil berpengetahuan dan 

mempunyai sikap/perilaku scrta pengertian yang tepat untuk pelaksanaan 

pekerjaan. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan datam suatu proses belajar 

baik secara formal maupun informal adalah untuk meningkatkan kemampuan, 

keahlian, rnutu, kcpemimpinan, ketrampilan, dan pcngebdian. Maka perannn 

pendidikan dan pelatihan adalah untuk meningkatkan kemampuan 
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profesionalisme dan perubahan sikap/perilaku aparatur yang terencana dan 

berkesinambungan. 

Sesuai dcngan tuntutan reformasi, yang menghendaki terwujudnya 

pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dalam menjalankan tugas 

pelayanan publik dcngan tekat memperbaiki sumbcr daya aparatur dengan 

meningkatkan kemampuan, keahlian dan keterampilan agar pelaksanaan 

pembangunan dan pemerintahan yang berdayaguna dan berhasilguna. Untuk 

semua itu, bagi pemerintah yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas 

profesionalisme aparatur agar memiliki keunggulan kompetitif dan memegang 

teguh etika birokrasi dalam memberi pelayanan yang sesuai dengan tingkat 

kepuasan dan keinginan masyarakat atau yang lebih dikenal dengan pemberikan 

pclayanan prima. 
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis berkesimpulan bahwa: 

I. Program diklat aparatur pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi 

Barat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan 

sikap aparatur dalam melaksanakan pekerjaan secara profesional. 

Selanjutnya, pegawai yang diikutsertakan pada pendidikan dan pelatihan 

adalah seluruh pegawai dan bukan hanya pada pegawai yang menduduki 

jabatan. 

2. Adapun kualitas SDM yang telah mengikuti diklat berdasarkan hasil 

penelitian ini, membuktikan bahwa terjadi perbedaan yang sangat 

signifikan terhadap pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan 

pelatihan dengan pegawai yang mengikuti pelatihan tcrsebut. Oleh 

karena itu, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk 

meningkatkan kompctensi pegawai sebagaimana yang diharapkan bahwa 

tujuan pengembangan aparatur untuk meningkatkan pengetahuan, 

menambah kcterampilan, dan merubah sikap/pcrilaku aparat kearah yang 

lebib baik. Sehingga kinerja aparatur sctclah mengikuti pendidikan dan 

pelatihan dapat lebih baik, misalnya pembuatan laporan keuangan dapat 

lebih transparan dan akuntabel. 
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B. Saran-Saran 

Adapun saran dari penulis setelah mengetahui bahwa dengan adanya 

pendidikan dan pelatihan maka kualitas SDM akan lebih baik sehingga 

kinerja aparatur lebih maksimal. Maka peneliti memberikan saran kepada 

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat untuk ; 

I. Mengintensifkan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) 

sccara berjenjang dan berkesinambungan. Selain daripada hal tersebut, 

upaya yang tak kalah pentingnya adalah dengan pengembangan aparatur 

rnelalui pendidikan fonnal yakni memberikan kesempatan kepada 

pegawai negeri sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih 

tinggi. 

2. Bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan Porovinsi 

Sulawesi Barat harus dapat mencmpatkan PNS dengan tcpat dan sesuai 

dengan kompetensinya dan kapasitas yang dimiliki, seperti pendidikan, 

pcngalaman serta masa ker:ja yang sesuai dengan kebutuhan. 

3. Agar Aparatur/SDM yang sudah dilatih atau yang telah ikut pendidikan 

dan pelatihan (diklat) harus membcri komitmen agar tctap pada 

pekerjaan yang di lakukan sebelum ada penggantinya/kader. 
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PEDOMAN WA WANCARA 

A. MANAJEMEN SUMBER DAYA MAN USIA 

1. Fokus Wawancar : Manajemen Sumber Daya Manusia 

2. Responden : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat 

3. Waktu Wawancara 

4. Jenis Wawancara : Wawancara Tidak Terstandar 

N Pertanyaan [ 
0 

1 Bagaimana Pemerintah Daerah dalam hal ini Kadis Ketahanan Pang~-n ! 
meningkatkan kualitas kerja pegawai dilingkungan Kantor Din as Ketahanan Pangan 

Provinsi Sulawesi Barat? 

2 Bagaimana model manajemen SDM yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan 

, agar pegawai memahami tupoksinya? 

I ························································•·•···························································· ··························· 

-----c-~---c--c-------c-·-""""C"""""C""""""""""-C~~----

3 Bagaimana unsur pimpinan memberikan teladan terhadap melaksanakan 

pekerjaan secara berkualitas di lingkungan Kantor Dinas Ketahanan Pangan 

Prov·ms·l Sulawesi Barat? 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

4 Bagaimana unsur staf memahami pekerjaan berdasarkan uraian pekerjaan yang 
menjadi tanggung jawabnya dalam lingkup Din as Ketahanan Pangan Provinsi 

Sulawesi Barat? 
................................................................................................................................................... 
··················································································································································· I 

'!·:::::::::::::::::::::···············~· ··=J 
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PEDOMAN W A W ANCARA 

B. KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL(PNS) 

1. Fokus Wawancara : Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

2. Responden : Sekretaris Din as Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat 

3. Waktu Wawancara 

4. Jenis Wawancara : Wawancara Tidak Terstandar 

~------~-~-~-

Pertanyaan 
0 

1 Bagaimana Program Jangka Panjang maupun Jangka Pendek Pemerintah Daerah 

meningkatkan pengetahuan PNS melaksanakan pekerjaan berdasarkan Tupoksi di 

lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat? 

··················································································································································· 

2 Bagaimana lntensitas Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam 

mengikutsertakan seluruh pegawai pada kegiatan Diklat dalam rangka 
meningkatkan keterampilan (Skill) PNS? 

3 Bagaimana dukungan Pemda Provinsi Sulawesi Barat dalam penyelenggaran Diklat 

PNS untuk perobahan Peri!aku/Sikap terhadap pelaksanaan pekerjaan ? 
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PEDOMAN W A W ANCARA 

C. ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN KEPEGA W AlAN 

N 

0 

1. Fokus Wawancara : Administrasi dan Manajemen Kepegawaian 

2.Responden : Ka. Bag. Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan Provinsi 

Sulbar 

3. Waktu Wawancara : ..................... . 

4. Jenis Wawancara : Wawancara Tidak Terstandar 

Pertanyaan 

1 Bagaimana Model Pemberdayaan PNS di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan 

Provinsi Sulawesi Barat? 

2 Bagaimana penempatan pegawai berdasarkan Kompetensi yang dimiliki di 
lingkungan Dinas Ketahan Pangan Provinsi Sulawesi Barat? 

I····················· ·························································· ..................................................... . 

3 Bagaimana pengelolaan PNS dalam membuat rencana kerja tahunan dan renstra 

dalam lingkup Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat? 
I •.•.•..•.•. , .....••. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ........................................................................................................ . 

4 Bagaimana manajemen PNS agar dapat mematuhi peraturan kerja yang telah 

dibuat oleh pimpinan pada lingkup Dinas Ketahan Pangan Provinsi Sulawesi Barat? 
............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

------- ---
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PEDOMAN WA W ANCARA 

D. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR 

1. Fokus Wawancara : Pengembangan Sumber Daya Aparatur 

2. Responden : Ka. BKD Provinsi Sulawesi Barat 

3. Waktu Wawancara: ..................... . 

4. Jenis Wawancara : Wawancara Tidak Terstandar 

N 
----:::--c---~-- "'"· ----

Pertanyaan 
0 r.r-:-·---- ... .. -·----·· . -· 
1 Bagaimana Peran Kepala BKD datam program diktat pengembangan aparatur 

pada lingkup Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat? 

2 Bagaimana Komitmen Pemerintah Daerah meta lui BKD merencanakan secara 

berkala pengembangan Sumber Daya Aparaturmelalui diktat pada lingkup Dinas 

Ketahan Pangan Provinsi Sulawesi Barat? 

3 Bagaimana bentuk dukungan anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi 

Barat dalam diktat pengembangan Sumber Daya Aparatur Dinas Ketahan Pangan 

Provinsi Sulbar? 
............................................................................................................................................. 

4 Bagaimana dampak posit if yang dirasakan pemerintah daerah melalui diklat 

pengembangan sumber daya aparatur dalam melaksanakan pekerj.aan yang 

berbasis kinerja dilingkungan Dinas Ketahanan PanganProvinsi Sulbar? 

························ .. ··············· ... ··········· ··················· .......................... I 

I 
................................................................................................................................... 
.............................................................................................................. 

------··-··------------- I 
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PEDOMAN WA W ANCARA 

E. KONSEP KINERJA 

1. Fokus Wawancara : Konsep Kinerja 

2. Responden : Pejabat Strukturai/Fungsional Din as Ketahanan Pangan 

Provinsi Sulawesi Barat 
3. Waktu Wawancara: ..................... . 

4. Jenis Wawancara : Wawancara Tidak Terstandar 

N Pertanyaan 
0 

i-c ·- ·-;-
1 Bagaimana kemampuan pegawai melaksanakan pekerjaan berdasarkan Tupoksi 

pada lingkup Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat? 
I ............................................................................................................................................ . 

2 Bagaimana peran pendidikan formal seperti jenjang 51, 52, dan 53 dalam 

meningkatkan pengetahuan pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi 

Sulawesi Barat? 
I ............................................................................................................................................ . 

14-.,-------~.,..----o----c--- ------c---c-
3 Bagaimana peran pendidikan non formal seperti Diktat dalam meningkatkan 

keterampilan pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat? 
............................................................................................................................................. 

4 Bagaimana dampak pendidikan formal dan non formal datam perubahan sikap 
dan perilaku pegawai datam melaksanakan tugas pekerjaan dilingkungan Din as 

Ketahan Pangan Provinsi Sulawesi Barat? 
............................................................................................................................................. 
......................................................................................... .................................................. . 
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HASIL WAWANCARA 

A. MANAJEMEN SUMBER DA YA MANUSIA 

l. Fokus Wawancar : Manajemen Sumber Daya Manusia 

2_ Responden Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi 

Bar at 

3 Waktu Wawancara 09 Januari 2018 

4. Jenis Wawancara . Wawancara Tidak Terstandar 

l: ]Pertanyaa_n ---c-~---·· ---

II I Baga1mana Pemenntah Daera"h--:dc:a.-:la:::mc:-;cha"I"i-:-n,-i -K"ad"Icc-,-cK~e::-tachc-ac-n-a-n--;Pc:ac:n-:-gan--l 

! menmgkatkan kualitas kerja pegawat dilingkungan Kantor Dinas Ketahanan 

Pangan Provinsi Sulawesi Barat? 

Dalam rneningkatkan kualitas kerja pegawai, Kepala Dinas Ketahanan Pangan 

memberikan kesempatan kepada pegawai untuk melakukan pendidikan dan 

pclatihan sesuai dengan tupokst rnasing-masing pegawai. 

--t-;c;--~----;-;--~---=~ 
2 Bagatmana model manaJemen SDM yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan 

Pangan agar pegawai memahami tupoksinya'? 

Model manajemen SDM yang ditempakan oleh Kepala Dinas Ketahanan 

Pangan yaitu demokratis, dan terbuka. Artinya siapapun staf/pegawai yang 

ingin memberi masukan kepada pimpinan terkait dengan tupoksi pegawai maka 

pimpinan siap untuk mendengar dan memberikan pertimbangan agar pegawai 

dapat memahami tupoksinya. 

I 
3 "[ Bagaimana 
-_ __l_ _________ -

unsur punpman memberikan teladan terhadap melaksanaka~J 
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pekerjaan secara berkualitas di Jingkungan Kantor Dinas Ketahanan Pangan 

Provinsi Sulawesi Barat? 

Kepala Dmas selaku pimpinan pada Dinas Kctahanan Pangan Provinsi Sulawesi 

Barat, membentuk Tim Work agar setiap pekerjaan dapat diselesaikan dengan 

cepat dan efisicn. Misal untuk pembahasan Rcnstra, dibahas dalam Rapat Tim 

Work. Selain itu, pimpinan juga aktif mengadakan evaluasi pekerjaan setiap I 
I 

bidang yang menjadi tanggungjawabnya. Evaluasi dilakukan secara berjenjang. I 
Staf dievaluasi oleh kepala seksi, kepala seks1 dievalua<;i oleh kepala bidang 

dang kepala bidang dicvaluasi oleh kcpala dinas. 

··~-----~-

4 1 Bagaimana unsur staf mcmahami pckc~1aan berdasarkan uraian pekerjaan yang 

rnenjadi tanggung jawabnya dalarn lingkup Dmas Ketahanan Pangan Provinsi 

Sulawesi Barat ? 

Didalarn Anal isis Jabatan, sudah jclas uraian tugas sctiap staf/pegawai. Jadi staf 

sudah dapat memahami apa yang akan dilakukan sctiap harinya. Selain itu 

araban dan petunjuk dari atasan dalam hal ini Kac;ubag/Kepala Seksi, Kepala 

Bidang, bahkan Kepala Dinas. 
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HASILWAWANCARA 

B. KOMPETENSI PEGA W AI NEGERI SIPIL (PNS) 

L 

2. 

' J. 

4. 

No 

2 

Fokus Wawancara : Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

Responden Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provins1 

Sulawesi Barat 

Waktu Wawancara : 05 Desember 2017 

Jenis Wawancara : Wawancara Tidak Terstandar 

Pcrtanyaan 

e-.--;:c=~-:--.. ·--­
Bagaimana Program Jangka Panjang maupun Jangka Pendek Pemerintah Daerah 

meningkatkan pengetahuan PNS mclaksanakan pekerjaan berdasarkan Tupoks1 

di lingkungan Dmas Kctahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat'.' 

Program Jangka Panjang yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah dalam 

meningkatkan pengetahuan Pegawai dalam rnelaksanakan Tupoksinya khusus di 

! 
lingkup Dinas Ketahanan Pangan dengan memberikan kesempatan kcpada i 

pcgawa1 yang ingin melanJutkan studinya baik ttu melalui program ljin Belajar , 

maupun Tugas Bel ajar. 

Bagaimana I~t-ensitas Pemcrin-t-ahc-"D:-a-em--ch--;Pccr-o-vi~.n-s~i -cSccu-;1-aw-esi BaT~t dalam I 

mengikutsertakan seluruh pcgawai pada kegiatan Diklat dalam rangka 

meningkatkan ketemmpilan (Skill) PNS ? 

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama dengan Pusat sangat 

I mendukung peningkatan ketcrampllan (Skill) PNS, setiap tahun diadakan 

Pendid1kan dan Pelatihan bag1 PNS_ Misalnya; Pelatihan Bendahara,Diklat 

ll _ _j__B_a_ra-ng dan Jasa, Diklat PIM dan masih banyak labri diklat ~~~nn~: __________ _, 
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3 Bagaimana dukungan Pemda Provinsi Sulawesi Barat dalam penyelenggaran 

Diklat PNS untuk perubahan Perilaku/Sikap terhadap pelaksanaan pekerjaan ? 

Pemerintah Daerah Sulawesi Barat sangat mendukung dalam penyelenggaraan 

Diklat agar PNS Daerah dapat melakukan pekerjaan dengan profesional, sesuai 

dengan aturan yang tclah ditetapkan. .Jadi Pemerintah Daerah sudah 

menjadwalkan tiap tahunnya agar seluruh Eselon mengikuti Diklatpim sesua1 

dengan tingkatan J abatannya_ 
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HASILWAWANCARA 

C. ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN 

1. Fokus Wawancara : Admmistrasi dan Manajemen Kepegawaian 

2. Rcsponden : Ka. Bag. Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan 

Provinsi Sulbar 

3. Waktu Wawancara 

4. Jenis Wawancara : Wawancara Tidak Terstandar 

No Pertanyaan 

Bagairnana Model Pemberdayaan PNS di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan 

Provins1 Sulawesi Barat ? 

PNS lingkup Dinas Ketahanan Pangan agar lebih profesional dalam menghadapi 

I 

perubahan lingkungan maka model pemberdayaan disesuaikan dengan 

kompetensi yang dimilki oleh Pegawai tersebut. 
' . 12 --~-;Bo-a_g_a~im-an_a_pe_n_e_m_p_a_ta_n_pe_g-aw-a~i 'b-e-rd7 a_s_a_'rk_a_n--oKo-o-m-pe_t_e-ns'i-yang dimiliki di 

~ jlingk:ungan Dinas Kctahanan PanganProvinsi Sulawesi l3arat? 

' 

I 

I 
3 

i Pegawai akan ditempatkan sesual dengan Jatar belakang pendidikan yang telah 
I 
I dipero\eh. Jadi lebih mudah dipahami dalam melaksanakan tugas yang diberikan, 
! 
; 
1 sesuai dengan analisis jabatan dan aturan kepegawaian yang telah ditetapkan. 

! 
B.igaimana pengelolaan PNS dalarri membuat rencana kerja tahunafl--d-afl-f:-e-ns-:t-cra:-J 

I dalam lingkup Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat? 
i 

Rencana Stratcgi (RENSTRA) dibuat dalam jangka 5 tahun sekali yang I 
! 

merupakan dokumen perencanaan SKPD, dan menjadi pedoman dalam membuat I 

j 
! 

rencana kerja yang dibuat setiap tahunnya. Pengelolaan PNS dalarn mernbuat 1 

.. re~canakerJa dan renstra telah ditempatkan di bagian Programdall~erencanaa:J 
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4 

! 

Jadi dalam merumuskan Renstra Dinas Ketahanan Pangan mclibatkan semua 

Bidang agar apa yang diharapkan dapat tetwujud. 

Bagaimana mana]emen PNS agar dapat--mematuhi peraturan kerja yang telah I 

dibuat oleh p1mpinan pada lingkup Dinas Ketahan Pangan Provinsi Sulawesi I 

Barat? 

' 
Manajemen yang diterapkan pimpinan agar peraturan kerja di patuhui oleh I 
Pegawai yaitu pimpinan memberikan contoh kepada pegawai misalnya Pirnpinan 

datang lebih awal, memberikan teguran halus bag1 pegawai yang tidak 

melaksanakan tugas dengan baik atau datang telat. Sampai sangsi yang Jebih 

berat yaitu pcngurangan tambahan penghasilan pegawai (TPP). 
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HASIL WAWANCARA 

D. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR 

I. Fokus Wawancara : Pengembangan Sumber Daya Aparatur 

2. Responden : Ka. BPP SDM Provinst Sulawesi Barat 

3. Waktu Wawancara: .......... . 

4. Jenis Wawancara : Wawancara Tidak Terstandar 

-- .---;:::----- -------- -----

No Pertanyaan 
~~----

1 Bagaimana Peran Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan SDM dalam 

2 

program diklat pengembangan aparatur pada lmgkup Dinas Ketahanan 

Pangan Provins1 Sulawesi Barat? 

Jawab: 

Untuk Diklatpim 2, 3 dan 4 peran Kepala BPP~SDM Provinsi Sulawesi Barat 

sebagai fasilitator antara Dinas Ketahanan Pangan dan Lcmbaga/Badan Diklat 

yang bekerjasama dengan Pernerintah Provins1 Sulawesi Barat Adapun 

Lcmbaga!Badan Diklat yang telah bekrjasama dengan Pcmerintah Sulawesi 

Barat yaitu PKP2AII LAN Makassar dan Pusdik!at Kemendari Regional 

Makasaar, untuk Pendidikan dan Pelatihan pengembangan aparatur. Dalam I 
rangka mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan i 
pembangunan dipcrlukan sumbcr daya manusia aparatur yang memiliki 

kompetensi, rnaka untuk membentuk I mengembangkan sumber daya man usia 

aparatur yang mcmiliki diperlukan pembinaan melalui jalur pendidikan dan 

pclatihan yang lebih efektif, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 101 , 
I 

tahun 2000, tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil. I 

Bagaiman~ ~onutmen P_erne-~i:tah Da:rah rnel~ui 8~~-=~r-cncanakan sec~r::J 
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HASILWAWANCARA 

E. KONSEP KINERJA 

1. Fokus Wawancara Konsep Kinetja 

2. Responden Pejabat Struktural/Fungsional Dinas Ketahanan 

Pangan Provinsi Sulawesi Barat 

3. Waktu Wawancara: 

4. Jenis Wawancara : Wawancara Tidak Terstandar 

~---..o----··-·---­

No Pertanyaan 
---------·· 

f-o-----1- --~----c----- -~----;-:--~ 
1 Bagaimana kemampuan pegawa1 melaksanakan pekerjaan berdasarkan 

Tupoksi pada lingkup Dinas Ketahanan Pangan Provinst Sulawesi Barat? 

Jawab: 

Kemampuan pegawa1 masih kurang dalam melaksanakan Tupoksinya, 

melihat masih banyak pegawai yang belum ikut dalam pendidikan dan 

latihan. Semcntara basic pendidikan kebanyakan SMA, dan ditempatkan 

pada tcmpat teknis yang butuh pemahaman lebih dalam lagi tentang 

pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya. 

2 Bagaimana peran pendidikan formal seperti jenjang S I, S2, dan S3 dalam 

I 
meningkatkan pengctahuan pegawat Dinas Ketahanan Pangan Provinsi 

Sulawesi Barat? 

Jawab: 

Pendidikan formal dapat menjadi penentu dalam meningkatkan pengetahuan 

pegawai, karena semakin tinggi pendidikan fonnal maka semakin besar 

tanggungjawab yang diberikan. Dinas Ketahanan Pangan membutubkan 

-------------

43566.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat WDP, dan setelah dilakukan 

Diklat-diklat bagi aparatur baik secara Administrasi maupun diklat teknis 

lainnya. Dan basil yang diperoleh telah mambuktikan dengan mendapat Opini 

BPK 3 tahun terakhir ini secara berturut-turut Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP). 

L__L ___________ _ ___ I 
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3 

Sarjana Pertanian, maka lebih efektif jika yang ditempatkan di Dinas 

Ketahanan Pangan adalah Sarjana Pertanian daripada Guru misalnya. Namun 

tidak menutup kemungkinan Sarjana Ekonomi, ditempatkan di Dinas 

Ketahanan Pangan untuk mengolah administrasi keuangan, percncanaan dan 

j mcngatur kepegawaian. 
' 
j

1 

Bagaimana pcran pcndidikan non formal seperti Diklat dalam meningkatkan j 

i kctcrampilan pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi 
i 
I Barat? 

I Jawab 

Pcndidikan non formal seperti DIKLAT sangat membantu dalam 

meningkatkan keterampilan pegawai. Pengetahuan bukan saja diperoleh dan 

pendidikan fonnal namun juga dapat diperoleh dari pelatihan yang bisa 

menambah pengetahuan dan wawasan pegawai dalam melaksanakan tugas 

yang diembannya. Tinggal bagaimana cara mengolah SDM yang dimiliki, 

dukungan 

---ll~,~~~~"~~~~~ 4 Bagaimana dampak pendidikan formal dan non formal dalam perubahan 

sikap dan perilaku pcgawai dalam melaksanakan tugas pekerjaan I 

dilingkungan Dinas Ketahan Pangan Provinsi Sulawesi Barat? I 
j 

Jawab: 

ampak dari pendidikan formal san gat mempengaruhi peketjaan karena setiap 

ekerJaan yang berhubungan dengan Dinas Ketahanan Pangan itu sangat 

ekms sekali, PNS yang berlatarbelakang Pertanian sangat dibutuhkan untuk 

nenmgkatkatkan kualitas, kompctcnsi,inovasi dan produktivitas SDM. 

'cmcntara pendidikan non formal juga memberi perubahan yang besar 
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• 

erhadap pekerjaan Pegawai. Untuk SDM yang masih kurang pemahaman 

entang tupoksinya, akan lebih baik ketika sudah mengikuti pendidikan dan 

atihan. Olehnya itu untuk meningk:atkan kulitas SDM, perlu setiap pegawai 

otuk d1ikutkan dalam pendidikan dan latihan. 
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